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RINGKASAN HASIL PENELITIAN 

BUDA YA HUKUM DAN HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA LAKI-LAKI 
DENGAN WANIT A DALAM PERKA WINAN KONTRAK DI MASY ARAKA T 
KALISAT (Sri Endah Kinasih, 2003, 62 halaman) 

PeneHtian ini dilakukan untuk mengungkapkan dan menganalisis 

pennasalahan (1) Bagaimana konsep perkawinan menurut cara pandang 

masyarakat Kalisat ; (2) Bagaimana masyarakat Kalisat membentuk budaya 

hukumyang mampu mempertahankan kawin kontrak ; (3) Bagaimana hubungan 

kekuasaan antara laki-laki dan wan ita dalam perkawinan kontrak. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan konsep perkawinan menurut 

cara pandang masyarakat Kalisat ; (2) Mengetahui hukum perkawinan yang benar

benar nyata berlaku (living law) dalam kehidupan masyarakat Kalisat ; (3) 

Mengungkapkan hubungan kekuasaan antara laki-Iaki dan wanita dalam perkawinan 

kontrak. 

Dalam rangka mendapatkan data dan infonnasi yang impirik, maka penelitian 

ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Ada beberapa 

tahap yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) Penentuan lokasi penelitian : 

lokasi penelitian adalah desa Kalisat. kecamatan Rembang. kabupaten Pasuruan, Jawa 

Timur. Pertimbangan yang diambil dalam menetapkan desa Kalisat sebagai lokasi 

penelitian adalah : (a) Desa Kalisat memiliki benluk perkawinan yang berbeda dengan 

bentuk perkawinan dalam masyarakat lain. Hal ini dapat dilihat, hampir sebagian 

besar perempuannya melakukan kawin kontrak ; (b) Mayoritas penduduknya 

beragama Islam dan menjadi pengikut yang taat kepada ajaran-ajaran Islam. (2) 

Pengumpulan data: yang meliputi pengamatan terlibat atau parlisipant observation; 

dan (b) wawancara mendalam atau indepth interview. (3) Infonnan : adalah orang 

yang memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk mengungkapkan kebudayaan 

yang dimilikinya secara Iisan. Teknik yang ke (4) adalah analisa data: teknik analisa 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dati pengamatan terlibat, 

studi dokumentasi dan kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan 

dan diidentifikasikan berdasarkan lema (untuk menentukkan judul per bab) dan sub

sub tema (untuk memasukkan data lapangan ke sub-sub bab). Setelah 

pengklasifikasian dan pengidentifikasian, akan dibuat interpretasi dengan memberikan 
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makna pada tema dan sub tema serta mencari hubungan antar data. Dasar dari 

kegiantan interpretasi ini dilengkapi dengan konsep-konsep dan teori-teori 

diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data. Hal ini menunjukkan 

komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data yang lain. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuasan para kyai mendoktrin 

masyarakat Kalisat dengan hukum agam~ berpengaruh pada hukum adat dan diadopsi 

menjadi hukum kebijakan negara yang berdampak pada perkawinan kontrak. Para 

kyai mempunyai kepentingan (sub budaya) sosial. budaya dan politik. Para kyai 

menginterpretasikan hukum agama untuk merasionalisasikan dan melegitimasikan 

perkawinan kontrak daripada melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Selain 

kyai, tukang ojek, pemasok, wanita itu sendiri dan orang tua pihak wanita juga 

mempunyai kepentingan ekonomi. 

Perkawinan kontrak yang terjadi di desa Kalisat menyebabkan hubungan 

kekuasaan antara laki-Iaki (suami) tidak setara dengan wanita (istri). Wanita (istri) 

menempati posisi yang tersubordinasi karena masyarakat kalisat menganut nilai-nilai 

patriarkhi. Apalagi legal pluralism juga memiliki nilai-nilai patriarkhi dan pandangan 

bias gender. 

Pada bagian kesimpulan penelitian ini adalah para kyai mempunyai kekuasaan 

untuk menginterpretasikan dan melegalkan perkawinan kontrak. berpengaruh pada 

hukum adat. Apalahi hukum negara juga mengadopsi dari hukum agama. Dampaknya 

perkawinan kontrak menjadi suatu budaya di masyarakat Kalisat. Legal pluralism 

memperlihatkan adanya integrasi (saling mendukung) dalam memposisiskan wanita. 

Wanita menjadi terekploitasi, tersubordinasi dan termarginalisasi. 

Penelitian ini merupakan sumbangan konkrit untuk aparat negara dan tokoh 

agama untuk meninjau ke~bali ajaran-ajaran Islam tentang konsep kawin kontrak. 

Dalam penelitian ini menunjukkan dalam perkawinan kontrak yang terjadi di .desa 

Kalisat, wanita lebih banyak dirugikan. Oleh sebab itu, perlunya sosialisasi dalam 

bentuk penyuluhan-penyuluhan mengenai dampak dari kawin kontrak dan berganti

ganti pasangan bagi wanita akan berpengaruh pada kesehatan reproduksi dan beresiko 

tinggi tertular HIV/AIDS. Serta perlunya pemberdayaan bagi wanita sehingga dapat 

bermanfaat dalam menuju masyarakat yang seimbang bagi laki-Iaki dan wanita 

(keseimbangan gender). 

Satu hal yang sangat penting, pembuat kebijakan untuk meninjau kern bali 

tentang pasal 4 ayat 2. pasal 3, dan pasal 5 ayat 1 dari UU Perkawinan No 1 tabun 
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1974 mengenai pologami. Poligami yang tujuannya melindungi wanita dan anak

anak, justru sebaliknya yaitu menindas kaum wanita. 

(Fakultas IImu Sosial dan IImu Politik Universitas Airlangga No. Kontrak 

321P4T/DPPMlPDMlIIII2003, Ditbinlitabmas-Ditjen Dikti) 
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SUMMARY 

CULTURE LAW AND POWER RELATIONS BETWEEN MAN AND WOMAN 
IN CONTRACT MARRIED IN KALISAT (Sri Endah K inasih, 2003,62 pages) 

This research aimed al uncovering and analysing problems on ( I ) How docs 

society in Kalisat"s point of vicw on the concept of marriage~ (2) How do they 

construct culture law which aITect the existence of contract married; (3) How docs 

power relations between man and woman in con tract married. 

The purposes of th is study are ( 1) To describe married concept according to 

dwellers of Ka li sat 's point of view; (2) l "o know li ving law of contract married in 

Ka li sat : (3)To uncover power relations between man and woman in contract married. 

In order gather empirica l and information, this research uses descript ive type 

of research and qua li tat ive approach. There are severa l stages ancludc in this rcsearch 

which are : ( I) Sclect resca rch location in Ka lisat, kecamatan Rembang, kabupatcn 

Pasuruan. Considcrerat ions taken to selec t this location area. (a). This village has 

severa l from of marriage that di ffe r from other society. This can be seen from the fact 

that almost all of the womcn who li ve there involved in contract married. (b). The 

village dwe llers are devolil Moslcm ; (2) Collect data , includes panicipanl observation 

and indepth interview. (3) Seek in fonnant (4) Data analysis and interpretation. 

Concepts, law anthropology related theories were added to thi s interpretation 10 

compare and connect a sel of data. 

It shows that the re ligious leaders (kya i) have power 10 convincc socicty with 

religion law, afTect the custom law in adopted as state law which influence contract 

married. They intcrpret religion law in order to legitim ised contract married is better 

than commited to do things which arc not allowed by relegion. Besides rel igious 

leaders, traditional bike dri vers, suppliers and woman themselves and their parents 

were those who have econom ic Illotives. 

CO ll lract married in Kalisat makes power re lations between man (husband) 

and woman (wive) unequal. Woman (wive) is subordinate as the society still believe 

in patriarchal va lues. Furthcr, lega l pluralism owns those va lues and gender bias 

perspecti ves. 
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It can be concluded that religious leadersare powerful in interpreting and legalising 

contract married This in return affect custom law. It also supported by the fact that 

state law adopt and based on religion law. Contract married thus becomes culture in 

Kalisat. Legal pluralism also shows a reciprocal integrationin woman positions. They 

are exploited, subordinated and marginalized. 

This research aimed at giving contribution to state apparatus and religion 

leader to evaluate religion dogma in general ad concept of contract married in 

particular. Furthermore, this research shows that women experience disadvantages in 

contract marriage. Therefore, sosialisation in needed, such as for health reproduction 

(high risk SID and mY/AIDS). Of important is women empowerment so that there is 

an equality between men and women. The state policy regarding polygamy is in fact 

give disadvantages for women. 

(Fakultas Ilmu Sosial dan I1mu Politik Universitas Airlangga, No Kontrak 

321P4TIDPPMJPDMIIII?2003, Ditbinlitabmas-Ditjen Dikti) 
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KA TA PENGANTAR 

Perkawinan kontrak bukanlah hanya sekedar fenomena dimasyarakat kita, 

melainkan tanggungjawab semua pihak. Pada sisi lain, perkawinan kontrak banyak 

merendahkan harkat dan martabat kaum wanita. Kaum wanita hanya sebagai pemuas 

nafsu untuk kaum laki-Iaki. Apalagi perkawinan kontrak yang menggunakan 

interpretasi agama Islam sangatlah menyesatkan bagi umat manusia. Dalam rangka 

untuk memahami permasalahan tersebut, peneliti mempunyai rasa ingin tahu untuk 

mengangkat persoalan Budaya Hukum Dan Hubungan Kekuasaan Antara Laki-Iaki 

Oengan Wanita dalam Perkawinan Kontrak Oi Masyarakat Kalisat dengan 

menggunakan analisa antropologi hokum dan gender. 

Akhimya penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu peneliti 

mengucapkan terima kasih kepada informan-informan yang telah memberikan 

informasinya kepada peneliti serta kepada kepala desa Kalisat yang memberikan 

fasilitas berupa penginapan kepada peneliti. 

Selain itu peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. H. 

Sarmanu. M.S. selaku ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga. 

Walaupun hasil penelitian ini jauh dari kesempumaan. tetapi peneliti yakin 

bahwa laporan ini akan memberikan sumbangan akademik bagi pendidikan maupun 

bagi para pembuat kebijakan. Di akhir kata. semua saran ataupun kritik dari berbagai 

pihak dengan senang hati dan segenap kerendahan hati, peneliti akan memperbaiki 

laporan ini. 

Surabaya, September 2003 

Peneliti 

Sri Endah Kinasih 
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BAB I 

I' ENDAHULUAN 

1.1 Lalar Belakang Masalah 

r Masyarakat .lawa pesisi r (seperti 8angi l, PaSliTuan , Probolinggo, 

Silubondo, Bondowoso dan .lember) sangat kuat memegang non1l3-1l0nna alau 

kaidah tertentu tentang masalah perkawinan dipengaruhi oleh hukum Islam. 

Nonna-norma Islam yang mengenal konsep "dosa" mcrupakan prinsip dasar 

pertanggung jawabull kepada Tuhan. Dorongan seksua l sebagai kclcmahan pada 

seliap orang harus di lawan dengan kepercayaan mereka sendiri (Bcrninghausen, 

1992:142). Pemyataan ini menunjukkan adanya larangan bagi hubungan scksua l 

di luar nikah. Ditambahkan pula oleh Fakih (1997: 132-139) balm'a dalum 

pandangan Islam, kaum wani ta seeara seksual dimiliki dan dikontrol olch kaum 

laki-Iaki dan tugas utama istri adalah me layani . Tafsir keagamaan telap 

memegang peran penting dalam melegitimasi dominasi alas bum ",anila. 

Implikasinya adalah wanita harus mengabdi kepada laki-Iaki scbagai bagian dari 

tugasnya. Bahkan menu rut Hobbs (dalam Otto, 1970:29) fungsi dari norma-

norma aga ma untuk mengkontrol hub ungan seksual di luar nikah.\ 

Hubungan antara hukum agania dan hukum ada! dije laskan o lch Van Den 

Berg dan Salmon Keyzer. Hukum adat sebagai suatu golongan hukum rnasyarakat 

~~alah receplio seluruhnya dari agama yang dianu! o leh golongan masyarakat itll. 

I HukufJ} ~d~t ~yat~ ~ol ongan masyarakat aJialah hjlSjl pencrim~an- bu1at-bulat dad 
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hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu, yang kem~dian disebut 

"Receplio in Complexu" (Penerimaan dalam keseluruhan) (Sudiyat, 1985:3).1 

j "Receptio in Complexu" seperti tersebut di atas terwujud dalam 

perkawinan kontrak. Kawin kontrak adalah ikatan tali perkawinan antara seorang 

laki-Iaki dengan wanita, dengan mas kawin yang telah disepakati oleh kedua belah 

pihak, disebutkan pada saat akad nikah dan menentukan batas waktunya atau 

dengan penyingkatan batas waktu yang ditentukan oleh suami atau laki-Iaki 

tanpa memerlukan proses perceraian. \ 

, Kinasih (1999), yang pemah melakukan penelitian awal menjelaskan 

bahwa perkawinan kontrak dilakukan oleh masyarakat Kalisat dan dianggap 

mendapat legitimasi dari norma-norma (hukum) Islam. Hukum Islam melarang 

laki-Iaki dan wanita berhubungan seksual secara bebas, kecuali dalam suatu 

perkawinan, sehingga untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh hukum 

Islam, maka pada umumnya wanita segera menikah pada sesudah atau sebelum 

haid yang pertama. Penelitian di alas didukung oleh Hefuer (1999:6-13) yang 

menyatakan bahwa Pasuruan secara region dan religion, dibedakan antara dataran 

tinggi dan dataran rendah.l 

\ Dataran tinggi memiliki tradisi keagamaan Kejawen yang sangat kuat yang 

menekankan pada upacara-upacara untuk menghormati dhanyang-dhanyang desa 

(roh pelindung) desa dengan melakukan upacara-upacara. Sebaliknya data ran 

rendah adalah salah satu pusat Islam yang paling kuat dari tradisi Kejawen di 

Jawa, sehingga banyak didirikan lembaga-Iembaga Islam oleh para tokoh-tokoh 

agama (dalam hal ini kiai). Desa Kalisat merupakan salah satu daerah yang 
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terletak di dataran rendah, yang pengaruh Islamnya juga kuat. Mayoritas 

penduduk Kalisat adalah etnis Madura yang telah melakukan migrasi ke 

Pasuruan. \ 

I Pada akhimya masyarakat Kal isat membentuk budaya hukum sendiri 

dalam hal perkawinan yang berdampak pada banyak terjadinya kawin kontrak. 

Budaya hukum merupakan bagian dari kekuatan sosial yang ada dalam 

masyarakat dan mampu memaksa apakah suatu hukum bisa bekerja atau tidak. 

Budaya hukum merujuk pada kebiasaan. nonna-norma, pandangan-pandangan, 

cara-cara untuk bertindak dan ide-ide tentang hukum. Budaya hukum yang 

berdampak pada perkawinan kontrak ini diintemalisasikan. disosialisasikan dalam 

kognisi dan tindakan-tindakan dalam kehidupan sehari-hari (Friedman, 1975:47). 

Dalam perkawinan kontrak, hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-

laki merupakan bent uk penindasan terhadap kaum wanita (Jaggar dalam Fakih, 

1997:85). Ditambahkan pula oleh Eisenstein (dalam Fakih, 1997:85) bentuk 

penindasan merupakan sistem hierarki seksual di mana laki-Iaki memiliki 

kekuasaan .mperior dan privilege dalam bidang ekonomi. I 
Dalam masyarakat patriarki, hubungan kekuasaan merupakan kontrol 

terhadap properti (misalnya mas kawin) dan sumber-sumber (terutama ekonomi) 

di mana kekuasaan ada di tangan laki-Iaki. Kekuasaan meliputi pengambilan 

keputusan, kontrol dan akses-akses terhadap sumber-sumber yang diberikan 

kepada laki-Iaki (Brydon, 1993:50). Laki-laki mendominasi dan mengendalikan 

sumber-sumber dalam masyarakat. Ketimpangan kekuasaan antara kedua jenis 

kelamin ini diasumsikan laki-laki sebagai kepala/pemirnpin, peIindung, 
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penanggung jawab oleh karena ia yang kuat, memiliki akses terhadap sumber

sumber, sekaligus kontrol dan pengambilan keputusan. Oi pihak lain wanita 

dianggap lemah. berposisi subordinat dan harus dikepalai dan dibatasi ruang 

Iingkupnya (Munti, 2000:234). 

Thanh Dam Truong (1990), seorang ahli studi wanita asal Vietnam yang 

meneliti tentang masalah pelacuran di Asia Tenggara. melihat adanya beberapa 

dimensi dalam menggunakan konsep seksualitas. Menurutnya konsep seksualitas 

telah digunakan sekaligus sebagai konsep analitis, konsep empiris dan konsep 

politis. Oalam konsep analitis, konsep seksualitas telah digunakan untuk 

menganalisa proses pembentukan gender dan penetapan sena pemantapan 

perbedaan seksual antara jenis kelamin melalui simbol-simbol. Konsep empiris, 

konsep seksualitas dipakai untuk mendeskripsikan pengalaman-pengalaman 

seksual yang banyak dipengaruhi oleh pedoman-pedoman kulturai. Konsep 

politik, konsep seksualitas digunakan untuk menjelaskan hubungan kekuasaan 

antara laki-laki dan wanita yang bersumber pada kontrol mereka yang berbeda

beda atas tubuh mereka. 

Hubungan kekuasaan antara laki-Iaki dan wanita yang timpang pada 

kontrol dan akses terbadap sumber-sumber yang dikuasai oleh laki-Iaki di mana 

seorang laki-Iaki diperbolehkan untuk melakukan perkawinan secara serentak 

sebanyak yang ia inginkan dalam waktu yang bersamaan. Wanita hanya 

diPf1bolehkan melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki dalam jangka 

waktu. tertentu. Bahkan setelah pemutusan perkawinan, maka wanita hams 

mengu~ rumah tangganya, anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan ekonomi 
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mereka (Kinasih, 1999). Dengan demikian wanita memegang peranan penting 

sebagai ibu rumah tangga yang meliputi segala macam pekerjaan seperti mengatur 

rumah tangga, memasak, mencuci, mengasuh dan mendidik anak (Soewondo, 

1984:279). 

Ideologi patriarki dan seksualitas di atas, tertuang dalam kitab-kitab Jawa 

Kuno tentang kedudukan dan peran wan ita, yaitu wanita menduduki fungsi 

terbesar sebagai pelampiasan nafsu seksual dan reproduksi (Darban dalam Bainar, 

1998: 184). Proses marginalisasi wanita sebagai obyek seksualitas daJam 

perkawinan bagi laki-Iaki bersumber dari kebijakan pemerintah, keyakinan atau 

tafsiran keagaman maupun tradisi atau kebiasaan (Fakih dalam Bainar, 1998:27). 

Marginalisasi wanita dapat di li hat pada campur tangan negara yang 

mempengaruhi masalah perkawinan yang menandakan adanya represi kekuasaan 

melalui Undang-undang (Foucault, 1997:24). Menurut Higgins intervensi negara 

ke dalam "kehidupan keluarga" mempunyai relevansi yang sangat rendah bagi 

wanita di tingkat lokal, yang tetap berada pada cengkeraman kekuasaan suami dan 

keluarga mereka. Dorongan di tingkat lokal tidak ada untuk melakukan protes 

yang didasari oleh berkurangnya hak kaum wanita (Moore, 1998:301). Dengan 

demikian perlindungan terhadap wanita dengan pengaturan oleh negara lebih 

merupakan illustrasi daripada real ita (Greenwald dalam Otto, 1970,54). 

Lebih lanjut Foucault (1997:29) rnenjelaskan dengan berlakunya peraturan 

perundang-undangan perkawinan, diharapkan dapat mengatur dan menyelesaikan 

segal a persoalan yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Dengan demikian 
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dapat dikatakan perkawinan mensyaratkan adanya hak dan kewajiban dalam suatu 

kontrak atau perjanjian yang ditentukan oleh negara. 

\ Masalah perkawinan yang diatur dalam undang-undang memainkan 

peranan penting dalam mempertahankan struktur negara seperti juga dalam 

memberikan legitimasi bagi kebijakan-kebijakan negara mengenai seksualitas. 

Berkaitan dengan kawin sirri, peranan ideologi agama dalam mempertahankan 

kontrol politik merupakan manifestasi yang paling kuat di bidang perkawinan, 

hak-hak reproduksi dan kontrol atas seksualitas kaum wanita. Agama lebih 

banyak dipandang sebagai suatu kekuatan konservatif, akan tetapi para penganut 

agama berpendapat bahwa agama tidak berhakekat konservatif dan represif, 

hanya para pembuat peraturanlah yang menafsirkan ajaran-ajaran dan hukum

hukum yang membuatnya demikian. Kalangan feminis berpendapat bahwa para 

pembuat peraturan ini hampir semuanya laki-laki, maka tidak mengherankan 

bahwa agama dan perubahan keagamaan itu jarang menunjukkan sifat 

emansipatoris wanita (Hermansen, Hussain dan Radwan, Afshar dalam Moore, 

1998::295-296). Akibat penafsiran ajaran-ajaran dan hukum-hukum dari agama, 

yang meletakkan wan ita lebih rendah daripada laki-Iaki, mempengaruhi nonna

norma, kebiasaan~kebiasaan dan tindakan-tindakan di masyarakat yang dikenal 

sebagai patriarki (dalam Fakih, 1997:85). 1 

l Dalam masalah perkawinan, hukum adat, hukum agama dan hukum 

negara lebih mengontrol posisi sosial wanita. Posisi wan ita diakibatkan oleh 

ideologi patriarki dan seksualitas. Jdeologi patriarki mendefinisikan wan ita 

sebagai kategori sosial yang fungsi khususnya adalah untuk memuaskan dorongan 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN Budaya Hukum Dan ... Sri Endah Kinasih



7 

seksual bagi kaurn laki- Iaki dan untuk melahirkan dan mcngasuh anak-anak 

mcreka. Sebagaimana dikatakan, patriarki tidak hanya mcmaksa wunila I11cnjad i 

ibu tctapi menenlukan pula kondisi keibuan mereka (Jaggar. 1983:254). Ideo \ogi 

patriarki yang memandang seksualitas wani ta sebagai obyck bisa nampak dalam 

kekerasan seksual yang muncul schari-hari , sepcrt i dalam perkawinan kontrak. 1 

1.2. Pcrumusan Masa lah 

Perkawinan kontrak yang bcrl angsung di dcsa Ka lisat membentuk budaya 

hukum yang kondusif. Dampak dari perkawinan kontrak bagi wanita 

menycbabkan hubungan kekuasaan yang timpang dengan kaum laki-Iak i. 

Berdasarkan latar bclakang masalah Icrsebut, diruITIuskan pertanyaan 

pene li tian sebagai berikul : 

I. Bagaimana konsep perkawinan menurut cara pandang masyarakat Ka lisat. ./ 

2. Bagannana masyarakat Kalisat membentuk budaya hukum sehingga mampu 

mempertahankan terjadinya perkawinan kOlllrak. 1/2-

3. Bagimana hubungan kekuasaan antara laki-Iaki dan wanita dalam pcrkawinan 

kontrak. 

!If'lll 
f'IIl.'U!T AkA A I" 

.... "'''' .. ,. ... BRSlT A~ ,\1 It. LA NOOA 
SUJ(A81J."YA. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

\ Menurut pakar sosiologi hukum, Lawrence M. Friedman (1975:6-7), 

hukum hams dilihat sebagai suatll sistem yang terdiri dari tiga komponen. 

Komponen tersebut meliputi : legal substance yang didalamnya adalah aturan

aturan dan norma-norma. Aturan-aturan atau norma-norma berisi pedoman untuk 

setiap warga negara dalam berperilaku, misalnya norma-norma yang mengatur 

masalah perkawinan. Legal structure yaitu institusi atau penegak hukum seperti 

polisi, jaksa, hakim dan pengacara dan legal culture yaitu budaya hukum yang 

meliputi ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan, harapan dan pandangan tentang 

hukum. Budaya hukum (Friedman, 1975:15) merupakan bagian dari kebudayaan, 

dan kekuataan-kekuataan sosial yang ada dalam masyarakat terhadap 

beroperasinya hukum dalam masyarakat. I Kekuatan-kekuatan sosial 

(Friedman, 1 975: 193) adalah kekuasaan, pengaruh dan tekanan atas sistem hukum 

dan menimbulkan perilaku-perilaku hukum. Budaya hukum disebut juga budaya 

polilik dan oleh Almond dan Verba didefinisikan sebagai sistem po/Wk. 

Ditambahkan pula oleh Hadikusuma (1992:4-5) bahwa budaya hukum 

adalah segala bentuk perilaku blldaya manllsia yang mempengaruhi atall yang 

berkaitan dengan masalah hukum. Masalah hukum dalam antropologi hukum 

bukan masalah hukum yang normatif sebagaimana terdapat dalam hukum negara 

atau bukan masalah hukum yang merupakan hukum agama maupun pola perilaku 

yang sering terjadi sebagaimana terdapat dalam hukum adat. Tetapi masalah 
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budaya perilaku manusianya yang berbuat terhadap suatu masalah hukum, 

dikarenakan adanya faktor-faktor latar belakang masyarakat budaya yang 

mempengaruhinya. Dengan melihat hukum sebagai sistem maka dapat diamati 

bagaimana "beroperasinya" hukum dalam kenyataan sehari-hari. 

Setiap masyarakat selalu mempunyai budaya hukum yang belum tentu 

dapat diberlakukan kepada masyarakat lain. Demikian juga budaya hukum yang 

dimiliki masyarakat Kalisat yang berhubungan dengan masalah perkawinan. 

Masyarakat Kalisat dalam masalah perkawinan mempunyai budaya hukum 

tersendiri, yang memungkinkan untuk mendapatkan pemenuhan kepentingan 

(sosial, budaya, politik dan ekonomi). 

Budaya hukum sangat penting, karen a dapat menunjukkall hukum yang 

nyata berlaku di masyarakat. Budaya hukum membangun struktur-struktur, 

kemudian struktur-struktur itu bekerja didalam tindakan-tindakan, sehingga 

struktur dan tindakan saling terkait (Friedman, 1975:73). 

I Perkawinan kontrak yang ada di masyarakat Kalisat bersumber dari 

pemahaman dan penafsiran hukum Islam yang dipengaruhi oleh tradisi patriarkhi, 

yang melihat wanita menjadi objek seksualitas I aki-l aki. Pemahaman dan 

penafsiran hukum Islam memandang wanita dan laki-Iaki memiliki hakikat yang 

sangat berbeda, dan perbedaan inilah yang dilembagakan dalam berbagai bentuk 

dan struktur.\ Namun demikian, pemahaman dan penafsiran hukum Islam lebih 

sekedar mengabsahkan struktur-struktur yang dipengaruhi tradisi patriakhi, karena 

pemahaman dan penafsiran hukum Islam ini juga memainkan peran yang 

mendasar dalam sosialisasi dan penciptaan identitas jender. Pemahaman dan 
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penafsiran hukum Islam memproduksi mengenai individu-individu yang 

berjender. Hukum Islam menyusun konsep tentang jender, konsep tentang 

perkawinan dan konsep tentang keluarga melalui tindakan sehari-hari. Agama, 

sering dipandang sebagai kekuatan konservatif dalam kehidupan wan ita di mana 

ideologi-ideologi jender merupakan hal yang fundamental yang berpengaruh bagi 

kekuasaan negara (Moore, 1998:303-304). 

Agama yang berpengaruh terhadap kekuasaan negara, terwujud pada 

hukum negara yang berupa undang-undang, mempunyai dampak yang berbeda 

dalam kenyataan sosial terhadap wanita dibandingkan laki-laki. Wanita dan laki

laki tetap merupakan warga negara yang berbeda dihadapan negara, meskipun 

hak-hak hukum diabadikan dalam undang-undang. Negara dibangun atas dasar 

perbedaan jender , dan perbedaan ini dicantumkan pada UU Perkawinan No.1 

tahun 1974 pasal31 ayat I yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga 

dan istri adalah ibu rumah tangga. Artinya, menurut Mies dan Beechey (dalam 

Moore, 1998: 199) bahwa wanita hanya sekedar ibu rumah tangga dan wanita yang 

bersuami tergantung kepada suami mereka serta pekerja wanita yang bersuami 

merupakan penghasilan sekunder sebagai istri dan ibu. 

\ Hukum negara yang berkaitan dengan masalah wanita khususnya masalah 

perkawinan nampaknya bersifat kontradiktif. Di satu sisi hukum negara sudah 

memberi peluang terjadinya persamaan hak antara laki-Iaki dan wanita. Akan 

tetapi di pihak lain, terdapat juga rumusan peraturan perundangan yang 

berdampak pada terjadinya diskriminasi terhadap wanita, yaitu ketika negara 

I. I.'; 
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menempatkan wanita dalam perkawinan sebagai objek seksualitas dan tempat 

penindasan (Stacey dalam Moore, 1998:252) I 
Hukum negara ini tidak selalu dimaksudkan untuk menindas atau 

mendiskriminasi kaum wanita, tetapi dirancang berdasarkan asumsi-asumsi dan 

ideologi-ideologi yang berlaku tentang peran wan ita , hakikat keluarga dan 

hubungan seharusnya antara laki-Iaki dan wanita. Hasil akhimya adalah hukum 

negara yang bisa saja sangat kontradiktif. Peraturan-peraturan yang diberlakukan 

dengan tujuan melindungi ibu dan anak justru sebaliknya bisa 

mendiskriminasikan mereka, apabila kehidupan mereka tidak sesuai dengan 

tindakan-tindakan dan keyakinan-keyakinan sosial yang menjadi asumsi dasar 

dari kebijakan negara. Selain itu negara ridak hanya berperan mengatur 

kehidupan individu, tetapi juga mendefinisikan ideologi-ideologi jender, konsepsi 

tentang "feminitas" dan "maskulinitas" menentukan gagasan-gagasan mengenai 

apa dan bagaimana seharusnya wanita dan laki-Iaki. (Wilson dan Mclntoch dalam 

Moore, 1998:223-224 ; Connel, 1987:130). 

Dalam kasus-kasus pemerkosaan, penganiayaan suami terhadap istri dan 

perceraian , apabila diajukan ke pengadilan negara, wanita selalu dalam pihak 

yang kalah, dirugikan dan tidak diuntungkan, karena negara sebagai institusi 

patriarkhi dan kasus-kasus tersebut sebagai polilik sehual. Negara bukanlah 

warisan patriarkhi, tetapi secara histori dikonstruksi sebagai patriarkhi dan negara 

yang berideologi patriarkhi merupakan serangkaian hubungan kekuasaan dalam 

proses polilik seksual (Fembach dalam Connel, 1987: 128),. 
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\Agama bukan hanya mcngabsahkan struktur-struktur palriarkh i pada 

negara , tctapi Juga tindakan-tindakan dan kenyataan-kcnyataall sosia l pada 

masyarakat Kalisal. I-Ial ini lcrwuj ud dengan adanya pcrkawinan SlIT! yang 

diabS<1hkan olch tafsiran-tafsiran yang beranggapan bahwa dcngan kawin kantrak , 

akan tcrhindar dari "dosa" yang diJarang olch agama dan mcmpcrbolchkan 

hubungan seks seeam bcbas (I-Iaeri . 1995).1 

i-Iu bungan kckuasaan dalam perkawillan di masyarakat Kalisat dapa! 

di lihat pada akes dan komro!. Akses terhadap sum ber-surnbcr bclullI lentu 

mcliputi pcngml5..1an alau kentral alas sumber Icrsebut, karen a akscs dapal 

dit clltukan o lch orang lain . Scdangkan kont ral mengandung ani bahwa scscorang 

yang mcngolltrol ilulah yan g Ill cmiliki kekuasaan yang Illencntukan (Pramono, 

1993:6). Hal ini Icrccnnin bagaimana masyarakat mClllbantli mengkonslruksikan 

wanila dan laki-Iaki dcngan cara yang bcrbcda-bcda, sebagai orang yang bcrbcda 

jcni s kelamin . Misa lnya bagilllana hllklllll ada! mcndefini sikall mas kawin scbagai 

harta mili k yang diperbolehkan bagi orang jcnis kclamin lenCll1U (dalam hal illi 

yailu laki-Iak i) untuk mcmi liki , Illcngelola dan mcngkoll troi harta mil ik te rsebut 

dan bagaimana smulli atau laki-laki dapat mempullyai hak alas iSITi ala u wanit a, 

kcmudian dcngan cara tc rt cnt u istri alau wani ta mcnjadi harta mil ik suaJlli atau 

loki-Inki ( Moore, 1998: 130). 

Lebih lanjut Moore ( 1998: 126-1 29) mcnjclaskan mas kawin adalah sa Il! 

benluk pcmbayaran pcrkawinan yang bempa barang bcrharga yang dipi ndahkan 

dari kcrabalikcilmrga laki-Iaki kc kerabatJkclllarga wanila. Dalam transaksi mas 

kawin , kerabatlkcluarga laki -I aki mempertukarkan barang berharga dcngan wanila 

~nl~ 
PDR!'t.wsr ~.r...r .1".1\ 

(JfJ"BRsn/w o\lrJ..,t\n~ 
SlHIAD,\ ltl> __ . 
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atau hak atas wanita. Seharusnya mas kawin memperkuat kedudukan wanita 

dalam rumah tangga, keluarga dan masyarakat, karena mas kawin membuat 

kerabat/keluarga wanita menjadi terhormat. Namun kenyataannya, wanita tidak 

mempunyai kontroI atas mas kawin sebagai harta miliknya dan justru wanita 

sebagai satu tipe dari harta milik, sehingga wanita pantas untuk dijadikan objek 

seksualitas bagi laki-Iaki. Bagi laki-Iaki, pembayaran mas kawin merupakan 

pembayaran hak atas seksual dan domestik dan pembayaran genetrisiaI 

(melahirkan anak), sedangkan bagi wanita, mas kawin mempunyai pengaruh yang 

menentukan pada kemampuan wanita untuk memperoleh hak. atas penjagaan dan 

pemeliharaan anak. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan wanita untuk 

bertindak sebagai pribadi sepenuhnya terhadap mas kawin sebagai harta miliknya 

selaIu Iebih rendah daripada kemampuan Iaki-laki. Dalam pandangan hukum adat, 

wanita seialu dikonstruksi sebagai orang yang kurang mampu bertindak 

dibandingkan dengan Iaki-Iaki dalam masyarakat apapun. 

Dengan demikian dalam perkawinan kontrak di masyarakat Kalisat , 

terdapat legal pluralism, sering diterjemahkan menjadi kemajemukan hukum yang 

diartikan secara antropologis sebagai kehadiran lebih dari satu tatanan hukum 

dalam sebuah arena sosiaI (Griffiths, 1986:1) Demikian juga menurut Hooker 

(1975:6) mengemukakan bahwa kemajemukan hukum atau pluralisme hukum 

adaIah situasi dimana dua atau Iebih sistem hukum yang berlaku berdampingan 

dan saling berinteraksi atau saling mempengaruhi. Dalam hal ini pluralisme 

hukum dipandang sebagai adanya interaksi antara hukum yang dominan di satu 

sisi (hukum negara), dan hukum yang servient disisi lain (hukum agama dan 
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hukum adat}. Interaksi antara sistem hukum ini dapat diartikan sebagai integrasi 

(saling mendukung) ataukah justru mempertajam konflik. Selanjutnya, Woodman 

(Kleinhans dan MacDonald dalam Irianto, 2000:70) menyatakan bila bila 

memperhatikan pada tataran individu yang menjadi subyek dan pluralisme hukum 

yang dikaitkan dengan perkawinan kontrak, maka bagaimana pandangan hukum 

adat, hukum agama dan hukum negara "berinteraksi" menempatkan wanita dalam 

perkawinan tersebut. 
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TUJUAN DANMANFAAT 
PENELITIAN 

III. 1. Tujuan Penelitian 

Memberikan suatu analisis deskriptif. yaitu : 

1. Mendeskripsikan konsep perkawinan menurut cara pandang masyarakat 

Kalisat. 

2. Mengetahui hukum perkawinan yang benar-benar nyata berlaku (living law) 

dalam kehidupan masyarakat yang diteliti. 

3. Mengungkapkan hubungan kekuasaan antara laki-Iaki dan wanita dalam 

perkawinan kontrak 

111.2. Manfaat Penelitian 

Merupakan sumbangan kongkrit untuk aparat desa dan tokoh agama untuk 

meninjau kembali ajaran-ajaran khususnya agama Islam tentang konsep 

perkawinan yang berdampak pada terjadinya perkawinan kontrak. Demikian juga 

kepada aparat negara untuk melihat kembali kebijakan negara khususnya 

mengenai perkawinan yang banyak mengadopsi ajaran-ajaran Islam, justru banyak 

merugikan dan menyudutkan kaum wanita, seperti dalam penelitian ini. 

Hal yang paling penting penelitian ini akan menambah kepustakan di 

lingkungan Universitas Airlangga. Dan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, 
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perlunya kajian yang lebih mendalam lagi bagaimana dampaknya terhadap 

kesehatan reproduksi wanita yang melakukan kawin kontrak berkali-kali. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

Dalam rangka mendapatkan data dan infonnasi yang empirik, maka 

penelitian ini sebagaimana yang dilakukan oleh Hoebel (1954) dalam buku yang 

betjudul The Law of Primitive Man di antaranya ,menggunakan dua pendekatan. 

Pendekatan pertama sebagai pendekatan ideologis, diidentifikasikan aturan yang 

umumnya berlaku di lingkungan masyarakat KaJisat, dipersepsikan sebagai 

pedoman untuk berlaku dan memang dianggap seharusnya menguasai perilaku. 

Pendekatan kedua bersifat deskriptif adalah pendekatan yang berdasarkan 

pengamatan peneliti pada tindakan-tindakan manusia dan informasi mengenai 

tindakan atau perilaku secara umum bersumber dari penelitian lapangan. 

Selain kedua pendekatan tersebut di atas, saya juga menggunakan 

beberapa teknik penelitian, yaitu: 

IV.I. Penentuan Lokasi Penelitian : 

Dalam penelitian ini. ditetapkan sebagai lokasi penelitian adalah desa 

Kalisat. Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pertimbangan 

yang diambil dalam menetapkan desa Kalisat sebagai lokasi penelitian adalah : I) 

Desa Kalisat memiliki bentuk perkawinan yang berbeda dengan bent uk 

perkawinan dalam masyarakat lain. Hal ini dapat dilihat, hampir seluruh 

wanitanya melakukan kawin kontrak ; 2) Mayoritas penduduknya beragama Islam 

dan menjadi pengikut yang taat kepada ajaran-ajaran Islam. 
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IV.2. Pcngumpulan Dutil 

I. Pengamalan Tcrlibat mau participant observation 

Suatu teknik yang mengharuskan saya tinggal dan hidup dengan 

melibatkan diri kc dalam berbagai aktivitas dan kehidupan masyarakat sctempat. 

Oalam pengamatan terlibat dapal dilakukan interaksi sosial untuk mencmukan 

budaya hukum ICTlIang ide-ide, pemahaman-pcmahaman dan tindakan-tindakan 

ten tang budaya hukum. khususnya mcngenai perkawlnan yang berhubungan 

dcngan kawin kOl1lrak pada desa Kalisat. Dcngan demikian, saya dapal 

memahami dan mcnginterprctasi budaya hukulll , khususnya kawin kontrak yang 

sedang bcrlangs lIng di masyarakat Ka li sat. Tcknik in i mcrupakan suatu kcgiatan 

penelitian lapangan, di mana saya bukan tcrus Illcnerus sebagai orang pcngamat 

yang obyektif Icntang kehidupan dan kegiatan orang-orang yang menjad i 

kajiannya, tetapi juga sebagai orang yang ikut serta dalam berbaga i aktivitas. 

Oalam pengamatan Icrlibal saya mclakukan dengan cara bergaul secara 

inlensif dengan penduduk, mendengarkan pandangan-pandangan mereka, 

mcrasakan keadaan kehidupan mereka dan ikut hadir bila ada warga yang 

mclakukan perkawinan kontrak . Meskipun saya hadir dalam proses perkawinan 

konlrak, saya tidak berani unluk memotrct pasangan yang melakukan kawin 

kontrak, karena saya disangkn wartawan yang mempublikasi kan kepada 

masyarakat luas. Selain itu had ir juga saal resepsi perkawinan kontrak , saya juga 

melakukan kegiatan pengamatan terlibat di tempat-tempat umum seperti di 

pengajian-pengajian, pasa r, warung-warung dan balai desa. 
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2. Wawancara Mendalam atau indepth inferview 

Dalam wawancara mendalam, saya menyusun beberapa pertanyaan pokok 

sebagai pedoman untuk membuka pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan berikutnya 

didasarkan pada jawaban atas pertanyaan pokok terse but. Pertanyaan-pertanyaan 

tersebut ditujukan kepada informan. 

Untuk menunjang wawancara mendalam, saya menggunakan peralatan 

lain yaitu buku catatan harian. yang terbagai menjadi dua. Pertama, buku catatan 

harian mengenai kegiatan penelitian dan, kedua, buku catatan harian mengenai 

hasil wawancara. Pencatatan dilakukan secara langsung dan berdasarkan dari 

ingatan. 

Selain observasi partisipant dan wawancara mendalam, dalam 

pengumpulan data juga dilakukan studi dokumentasi untuk memperoleh data yang 

sudah tersedia di kelurahan dan kecamatan. Dalam melengkapi data-data 

informasi yang diperlukan dari hasil penelitian sebelumnya, maka saya 

menggunakan studi kepustakaan. 

IV.3. Informan 

Dalam penelitian ini yang termasuk informan adalah individu-individu 

yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik tentang permasalahan 

yang diteliti, meliputi : dua orang perangkat desa, satu orang pegawai KUA, satu 

orang tokoh masyarakat, dua orang tokoh agama yaitu kyai sebagai orang yang 

mengetahui dan memahami segala aspek perkawinan kontrak serta sebagai orang 

yang berperan untuk menikahkan orang-orang yang melakukan kawiti kontrak, 
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dua orang tukang ojek sebagai perantara yang rnernpunyai peran yang sangat 

rnenonjol dalarn peljodohan antara calon yang ingin rnelakukan kawin kontrak. 

Selain itu ada individu-individu yang telah atau sedang rnelakukan kawin 

kontrak. Individu-individu tersebut dapat dilihat pada rnatriks di bawah ini : 

Nama Usia Pertarna Kali Pendidikan Frekuensi 
Menikah Perkawinan yang 

pemah dilakukan 
Rofiah 9 Tahun Tidak Tarnat Dua kali 

Madrasah 
Nina 15 Tahun Tarnat Madrasah Satu kali 
Urnroh 12 Tahun Tarnat Madrasah Sernbilan kali 
Ana 15 Tahun Tarnat Madrasah Ernpat Belas kali 
Anik 15 Tahun Tarnat Madrasah Satu kali 
Ratih 11 Tahun Tidak Tamat Satu kali 

Madrasah 
Tata 13 Tahun Tarnal Madrasah Tiga kali 
Rofiah, Nma, Umroh. Ana, Amk, Ratth dan Tata adalah bukan nama sebenamya. 

Dalarn menernukan informan seperti individu-individu yang telah atau 

sedang melakukan kawin kontrak, tidaklah sulit bagi saya. Pada urnumnya rnereka 

lebih terbuka dan tidak rnalu menceritakan pengalamannya. Pengalamannya 

rnereka ini saya rekarn dengan menggunakan tape recorder. Sebaliknya, informan 

yang paling sulit diwawancarai adalah perangkat desa. tokoh agarna dalam hal ini 

kyai dan tukang ojek. Mereka tidak bersedia mengemukakan tentang proses 

perkawinan kontrak dan siapa-siapa yang terlibat. Mereka ini telah rnernbentuk 

suatu kelompok tersendiri. Upaya yang saya lakukan adalah mernbangun rapport. 

Untuk rnengatasi hal tersebut, saya rninta diantar oleh tukang ojek kernana pun 

'\\l~fH1JlY~. H~~ ~i"nq~l ~"ll~ qjo1\ i~~ ~~rs:~ia untuk mengantarkan ke perangkat 

q~~" ~qi dfln l'm~n"Qm'PflYQ Sf~~m~ ~~~~g o~e~, ~ehingga saya memperoleh 
,-
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data. Data yang diperoleh saat wawancara dengan mereka, tidak saya rekam 

karena khawatir akan mengganggu hubungan baik yang sudah dibangun. Namun 

saya hanya mencatat point-pointnya saja. 

IV. 4. Analisa data 

Teknik analisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal 

dari pengamatan terlibat, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan 

kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan 

diidentifikasikan berdasarkan tema (untuk menentukanjudul per bab) dan sub-sub 

tema (untuk memasukkan data lapangan ke sub-sub bab). 

Selanjutnya, setelah pengkIasifikasian dan pengidentifikasian, saya 

membuat interpretasi dengan memberikan makna pada tema dan sub tema serta 

mencari hubungan antar data. Dasar dari kegiatan interpretasi ini dilengkapi 

dengan konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan antropologi hukum 

dan gender. Artinya, konsep-konsep dan teori-teori diaplikasikan untuk 

menjelaskan tentang seperangkat data. Hal ini menunjukkan komparasi atau 

hubungan seperangkat data dengan data yang lain. Kegiatan ini terus berlangsung 

dan berakhir setelah saya pandang cukup untuk menyusun laporan akhir. 

-" 
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BAB V 

HASIL OA 1 I'EM BAHASAN 

V.I Proses Pelaksanaan Kawin Kontrak 

Perkawinan kontrak mcrupakan suatu perkawinan yang di langsungkan 

tanpa dihad iri atau diawasi oleh pegawai Pencatat Nikah (PPN) aIau memang 

tidak dicatatkan ke KUA. Hal yang terpenting da lam perkawinan kontrak adalah 

akad nikah (ijab qabul ) sebagai sahnya sualu pcrkawinan . 

Biasanya yang bersedia dikawi n kontrak ada lah janda, sedangkan pe rawan 

atau gadis tidak akan berscdia untuk Illclak ukan kawin kontrak karena dipandang 

memiliki prestise (gengsi) yang Icbih tinggi dibandingkan janda. Scorang wanita 

di scbut sebaga i janda jika ia a) diceraikan oleh suaminya karena terj adi 

pcrsclisihan yang tidak mungkin didamaikan; b) karena dit inggalkan suaminya 

dan bcrpi sah tanpa diberi nafkuh selamu 100 hari alau l ebih~ e) di tinggal mati 

olch sllaminya. la mulai mcnjadi janda karena diceraikan oleh suaminya dan atau 

scjak suaminya mati dan boleh menikah lagi jika sudah menjalani masa Iddah 

(masa menunggu) 3 bulan 9 hari. 

Untuk perceraian karena perselisihan, bagi masyarakat Kalisal prosesnya 

tidak melalui prosedllr Pengad ilan Agama, meskipun perkawinannya di lakukan 

melalui KUA. Proses percera131l mclalui Pengadi lan Agama dianggap 

mcnghabiskan biaya, tenaga dan waktu serta para saksi da lam perceraJ3n 

kebanyakan minta dibayar. Kcpe rcayaan masyarakat Ka lisat tcrhadap hukum 

Islam yang kuat. tidak ada aluran yang menjelaskan pcrcerai:m itu melalui 

, 

MILllit 
PllKPu:rr"KAAn 

II1IU'fBPts rtAS A1Rl.ANGOCt. 
SUII AGA lI A 
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pengadilan, cukup dengan pemyataan "saya talak (cerai) engkau", maka secara 

otomatis memutuskan ikatan perkawinan 

Pada umumnya proses perceraian masyarakat Kalisat cukup dilakukan 

dengan cara kekeluargaan. Keluarga pihak laki-laki menyerahkan kepada keluarga 

pihak wanita bahwa sudah tidak ada kecocokan lagi, tanpa atau dengan pemberian 

uang sekitar Rp. 150.000,- sampai Rp. 400.000,- sebagai biaya hidup. Proses 

perceraian ini disaksikan oleh kepala desa Kesaksian kepala desa dimaksudkan 

supaya masyarakat desa mengetahui bahwa pasangan suami istri telah cerai. 

Sewaktu wanita menjadi janda, mereka dihadapkan pada masalah kesulitan 

ekonomi untuk menghidupi dirinya serta anak-anaknya. Selama mempunyai status 

janda mereka merasakan kecemasan-kecemasan , karena masyarakat akan dengan 

mudah menyoroti diri mereka. Wanita janda yang sudah tidak lagi memiliki 

kesucian dan kehormatan sebagaimana perawan, memaksa mereka untuk 

mengambil keputusan untuk kawin kontrak. Pertimbangan lain untuk kawin 

kontrak yaitu "tidak enak hidup menjanda, tidak enak diomongin orang", 4<tidak 

punya pilihan laki-Iaki', 'memang jodohnya begitu" mereka diatur agar 

bertingkah laku yang sesuai dengan kehendak orang tua dan masyarakat . 

Laki-Iaki yang sudah beristri, biasanya tidak meminta persetujuan dari istri 

pertama untuk melakukan kawin lagi secara kontrak. Pada umumnya istrinya 

membiarkan, suaminya akan menikah lagi. Hal ini dianggap oleh istrinya sebagai 

"takdir" dari peJjalanan hidupnya. 

Proses perkawinan sirri terdapat 2 (dua) versi, yaitu : kawin kontrak 

dilakukan oleh laki-laki Kadisat dan laki-laki dari luar desa Kalisat. Proses 
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perkawinan kontrak versi pertama, laki-Iaki Kalisat yang duda ataupun sudah 

beristri mengetahui ada wanita janda dan mencintainya. maka dengan segera 

meminta pertolongan kyai untuk meminangnya. 

Meminang seorang janda jauh lebih mudah dan singkat daripada 

meminang seorang perawan. Laki-Iaki yang ingin mengawininya, cukup 

menyampaikan maksudnya melalui seorang kyai yang langsung diutarakan 

kepada janda lewat orang tuanya. Kemudian orang tuanya menyampaikan kepada 

janda terse but, yang jarang sekali terjadi penolakan daripada menjadi janda. Pada 

saat itu juga, cal on pengantin wanita akan menentukan hari pemikahannya (ijab 

kabul). 

Jarak waktu antara meminang dengan akad nikah, tergantung pada 

kesepakatan kedua belah pihak, tetapi biasanya tidak lebih dari 1 (satu) bulan. 

Tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut : Wanita mengenakan pakaian 

panjang putih dan jilbab putih, sedangkan laki-Iaki mengenakan pakaian kemeja 

panjang putih dengan jas warna hitam serta peci hitam. Akad nikah dilaksanakan 

di rumah pengantin wanita yang dipimpin oleh seorang kyai dan disaksikan oleh 

orang tua pihak wanita, kepala desa dan ketua RTIRW setempat, dengan mas 

kawin biasanya Rp. 10.000,- - Rp. 50.000,-. Setelah akad nikah, kyai memberikan 

suatu penjelasan kepada pengantin laki-laki bahwa jika pengantin laki-laki tidak 

mengunjungi istrinya minimal selama 1 bulan, maka secara otomatis cerai, dan 

wanita berhak untuk menikah lagi. Laki-lakinya yang sudah kawin kontrak tadi, 

memberikan tanda terima kasih kepada kyai berupa uang kurang lebih Rp. 

30.000,-, kepala desa Rp. 10.000,- dan ketua RTIRW sebesar Rp. 10.000. Berbeda 
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dengan upacara perkawinan seorang perawan, perkawinan kontrak seorang janda 

hanya mengundang keluarga dan tetangga dekat hanya sekedar untuk 

menyaksikan akad nikah dengan menghidangkan kue dan makanan yang cukup 

sederhana. 

Perkawinan kontrak versi ke dua, yaitu laki-laki dari luar desa Kalisat 

seperti Surabaya, Sidoarjo, Malang, Bangil, Pasuruan, Madura, Jember, dan etnis 

Arab. Laki-laki yang ingin kawin kontrak dengan wanita Kalisat oleh masyarakat 

setempat disebut sebagai pasien. Apabila ada pasien telah sampai di pertigaan 

Blawi kecamatan Bangil menuju ke desa Kalisat, maka ia akan menemukan 

tempat mangkal tukang ojek. Tukang ojek akan memanggil "Bos-bos mau ke 

mana ?". Tukang ojek akan menghampiri pasien tadi. Seandainya pasien tadi tidak 

mempunyaj tujuan yang jelas, maka tukang ojek mengetahui bahwa pasien ini 

akan kawin sirri. Tukang ojek sedikit memaksa pasien untuk naik ke sepeda 

motornya dan tidak memasang tarif. Tarif akan diberikan pasien, jika sudah 

sampai ke rumah kepala perantara. 

Perantara tidak bekerja sendiri, tetapi dalam sebuah jaringan yang rapi. 

Perantara mempunyai peran- masing-masing. Perantara pertama yaitu tukang ojek 

yang berperan sebagai mediator menghubungkan pasien dengan wanita yang akan 

dikawininya. Selain itu, tukang ojek sebagai penentu dalam pemasaran jasa seks 

dengan menyebarkan informasi kepada pasien mengenai aturan main dan 

ketentuan tarif. 

Perantara kedua adalah seseorang yang berfungsi sebagai pemasok yang 

memberikan infonnasi tentang wanita janda yang akan dikawin kontrak. Di desa 
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Kalisat terdapat enam orang yang berfungsi sebagai pemasok, di antaranya Halim, 

Atim, Jamal, Irfan, Agung dan Toha (bukan nama sebenamya). Keenam orang ini 

mempunyai beberapa spesifikasi , yaitu : 

Halim : memiliki wanita dengan ciri-ciri kulitnya agak hitam dan tinggi.; 

Atim : memiliki wanita dengan ciri-ciri cantik, tapi kulitnya agak hitam dan 

pendek. 

Jamal: memiliki wanita dengan ciri-ciri pendek, gemuk, kulitnya agak hitam ; 

Irfan : memiliki wanita dengan ciri-ciri kurus, tinggi, dan kulitnya hitam ; 

Agung : memiliki wanita dengan ciri-ciri kurus, tinggi, cantik, dan kulitnya 

kuning bersih ; 

Toha: memiliki dua wanita cantik kurus, tinggi tetapi disebut sebagai "wanita 

nakal" yang bemama Ida dan Ita (bukan nama sebenamya). 

Perantara ketiga, adalah kepala yang disebut oleh kelompoknya sebagai 

kyai. KepaJa didefinisikan sebagai seseorang yang langsung bertanggung jawab 

dalam penyediaan fasilitas dan akomodasi termasuk kamar tidur dan makanan 

sehari-hari serta memainkan peranan penting dalam proses terjadinya kawin 

kontrak. 

Selain itu, kepala mengakad nikahkan pasangan yang akan kawin sirri dan 

Juga membagikan penghasiJan kepada wan ita yang dikawini, tukang ojek, 

pemasok, aparat desa dan polisi sebagai biaya keamanan. Di desa Kalisat terdapat 

dua kepaJa : kepala pertama diketuai oleh Haji Salim (bukan nama sebenamya) 

yang memiliki tujuh tukang ojek, sedangkan kepala kedua diketuai oleh Haji Amir 

(bukan nama sebenamya) yang memiliki enam tukang ojek. Enam pemasok 
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wanita bekerjasama dengan kedua kepala tersebut untuk mengirimkan tipe-tipe 

wanita yang dipesan oleh pasien. Baik tukang ojek, pemasok dan kepala 

merupakan individu-individu yang saling mengenal satu sarna lain karena 

pertemanan. 

Selama perjalanan menuju ke rumah kepala, tukang ojek memberikan 

infonnasi dan mempromosikan tipe-tipe wanita yang akan diminati untuk kawin 

kontrak, penuh pengabdian kepada suami dan pekerja keras. Tarif perawan lebih 

mahal dibandingkan janda. Tukang ojek tidak hanya memberi infonnasi dan 

promosi pelaksanaan kawin kontrak tetapi juga menyiapkan sarana angkutan. 

Dalam hal ini tukang ojek tersebut memberi sumbangan yang cukup besar pada 

pemasaran kawin kontrak baik kepada wanitanya, kepala dan pemasok. 

Setelah sampai ke rumah kepala, tukang ojek langsung meminta ongkos 

yang sepihak rata-rata Rp. 20.000,-. Peran tukang ojek tidak berhenti sampai di 

situ tetapi masih mempunyai tugas untuk menghubungkan ke pemasok wanita. 

Namun sebelum tukang ojek menghubungkan ke pemasok, kepala akan 

menanyakan kepada pasien apakah iamau kawin kontrak dengan janda atau 

perawan dan tipe-tipe wanita seperti apa yang diminati. Kepala akan menjelaskan 

terutama mengenai tarif untuk janda dan perawan. Tarif untuk janda rata-rata Rp. 

1.000.000,-, dengan rincian mas kawin Rp. 300.000,- uang belanja Rp. 200.000,-. 

ketua Rp. 200.000,-. pemasok Rp. 50.000,-. tukang ojek Rp. 50.000,-. aparat desa 

(RTIRW, kepala desa) dan polisi sebagai biaya keamanan Rp. 150.000,- dan 

sumbangan untuk masjidJIanggar atau pondok pesantren a.tau p.erbaikan jalan Rp. 

50.000,-. Biaya keamanan sebagai biaya perlindungan kepada pasien. Biaya 
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perlindungan ini dimaksudkan, jika istri pertama mencari suaminya yang telah 

melakukan kawin kon~k dengan wan ita Kalisat atau wanita yang dikawin 

kontrak meminta uang belanja. 

Namun ada juga pasien yang meminta perawan, karena virginitas menurut 

pasien menjadi sangat penting. Tarif untuk perawan rata-rata Rp.2.000.000,

dengan rincian, mas kawin Rp.500.000,- , uang belanja Rp.500.000,- , pemasok 

Rp.50.000,- , tukang ojek Rp.50.000,- , ketua Rp.700.000,- , aparat desa (RTIRW) 

dan polisi sebagai biaya keamanan Rp.150.000,-, dan sumbangan untuk 

masjidllanggar atau pondok pesantren atau perbaikan jaJan Rp.50.000,-. Namun 

menurut kepala, biasanya wanita yang dikatakan perawan sebenamya sudahjanda. 

Pada umumnya perawan tidak bersedia untuk dikawin kontrak. 

Jika pasien sudah menyampaikan keinginannya dan menjawab pertanyaan 

yang diajukan dari kepala, maka kepaJa akan menyuruh tukang ojek untuk 

menemui pemasok wanita. Tukang ojek tanpa ragu-ragu, langsung meminta uang 

Rp. 20.000,- dari pasien untuk menjemput wanita yang akan dikawin kontrak. 

Setelah sampai ke pemasok, dengan segera menghubungi wanita di rumah orang 

tuanya. Menurut masyarakat Kalisat yang mendasarkan pada hukum agama Islam, 

biasanya wanita yang sudah janda tidak perlu meminta izin kepada orang tuanya 

bahwa dirinya akan menikah. Wanita janda lebih berhak menentukan sendiri 

pasangan hidupnya. Wanita yang akan dikawin kontrak segera meAgenakan 

pakaian panjang yang menutupi seJuruh tub,Uhnya dengan jilbab putih sebagai 

lam bang kesucian. Kemudian pemasok dan tukang ojek bersama-sama dengan 

wanita'tersebut ke rum$ kepala. 
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Sesampai di rumah kepaJa, wanita tersebut segera duduk dengan kaki rapat 

dan kepala menunduk ke bawah. Pada saat itulah. pasien yang akan 

mengawininya non/oni yaitu melihat dari dekat, dati muka sampai ke ujung kaki. 

Bila pasien sudah cocok, maka dengan segera dilakukan akad nikah yang 

dipimpin oleh kepala dan disaksikan oleh pemasok dan tukang ojek dengan mas 

kawin yang sudah ditetapkan oleh kepala . Selanjutnya ketua memberikan suatu 

peIjanjian, bahwa jika pasien tidak datang minimal I bulan maka secara otomatis 

cerai dan wanita berhak untuk menikah lagi. Menurut kepala : 

"Iebih baik segera dikawinkan daripada berzina karena dosa, lebih baik 
menyuruh orang yang berpacaran segera menikah daripada berdosa. 
Dan orang yang menyuruh seperli saya in; akan mendapatkan pahala ". 

Wanita jarang melakukan penolakan atau bahkan belum pemah teIjadi. 

Hal itu tidak terlepas dari kondisi awal wanita yang sudah menyatakan 

kesediaannya untuk dipilih dan bukan pada posisi setara untuk memilih pasangan 

hidupnya. Pasangan kawin kontrak seperti ini membentuk keluarga cukup lama 

bahkan lebih dari 1 tahun. 

Dalam sebuah proses perkenalan yang tidak lebih dari satu hari dan tidak 

berlangsung secara alami, tentu suIit bagi seorang wanita untuk mengatakan 

apakah ia benar-benar mencintai orang yang hampir asing dalam kehidupannya. 

Bagi wanita, ketiadaan tekanan untuk melangsungkan perkawinan adalah hampir 

tidak mungkin karena perkawinan tidak pemah menjadi hal personal dari wanita 

itu sendiri. tetapi lebih merupakan keputusan pasien yang mengawininya. 

Setelah akad nikah, kepala segera mempersilahkan pasangan pengantin ke 

kamar tidur yang sudah disediakan atau pengantin laki-laki langsung ikut ke 
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rurnah pengantin wan ita. Satu hari setelah kepala mengawinkan pasangan kawin 

kontrak, kepala membagikan penghasilan kepada wanita yang dikawini sebagai 

uang belanja, tukang ojek, dan pemasok wanita. Polisi dan perangkat desa datang 

ke kepala untuk meminta bagian penghasilan sebagai biaya keamanan, dengan 

mengatakan bahwa kemarin ada yang "cair" artinya sudah berhasil mengawinkan 

secara kontrak. 

Bila pada saat nonloni pasien tidak cocok, maka pasien harus membayar 

sebagai biaya kerugian sebesar Rp.l0.000,- kepada wanita yang gagal dikawin 

kontrak. Pemasok akan mencarikan tipe wanita yang diinginkan oleh pasien 

tersebut. Bila sampai 3 kali nonloni belum juga cocok. maka kepala meminta uang 

Rp.50.000,- dari pasien untuk pemasok yang merasa dirugikan. Biasanya oleh 

kepala, pasien disuruh pulang dan dijanjikan keesokkan harinya, akan ditemukan 

cal on yang lain. 

Setelah pasien itu pulang, tukang ojek dan kepala mencarikan pemasok 

lain (pemasok yang keenam) yang menyediakan "wanita nakal" dalam hal ini Ida 

atau Ita. Menurut kepala, biasanya pasien dengan "wanita nakal" itu pas~ COC9k 

dan tidak mengetahui kalau wanita tersebut sebagai "wanita nakal". Tukang ojek, 

pemasok, ketua, dan "wanita nakal" membuat skenario. Ida atau Ita disuruh 

mengenakan pakaian panjang dan jilbab putih dengan membawa kitab suci AI 

Quran, sambi) berjalan di depan rumah kepala. 

Keesokan harinya baik tukang ojek, pemasok. dan ''wanita nakal" sudah 

kumpul dirumah kepala. Apabila pasien s~dah datang ke TUDll\lt kepala, kepa,la 

mengajak ngobrol dengan pasien terlebih dahulu. Lewat pintu Qel~g rwnah 
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kepala, "wanita nakal" beJjalan di depan rumah kepala dengan membawa kitab 

suci Al Quran. Tiba-tiba kepala memanggil "wanita nakal" untuk masuk ke 

rumahnya. "Wanita nakaI" berpura-pura tidak bersedia masuk ke rumah kepala 

dengan alasan mau "mengajar mengaji", tetapi oleh kepala memaksa untuk masuk 

kerumahnya. Kemudian "wanita nakal" duduk dengan kaki rapat dan kepala 

menunduk ke bawah. Kepala ini mempromosikan "wanita nakal" ini sebagai 

seorang guru mengaji lulusan pondok pesantren, dan masih perawan. Selain itu 

juga mempromosikan dia pemah dipinang oleh kyai, kepala desa, pegawai negeri 

tetapi dia menolaknya. 

Setelah pasien nonton; wanita nakal itu cocok, segera diakad nikahkan 

oleh kepala dan disaksikan oleh tukang ojek dan pemasok dengan peJjanjian jika 

selama minimal 1 bulan tidak datang otomatis cerai dan wanita berhak untuk 

menikah lagi. Kemudian kepala mempersilahkan istirahat di kamar tidur yang 

sudah disediakan. Pada umumnya perkawinan ini tidak berlangsung lama kira-kira 

2 sampai 3 hari dengan berbagai macam cara seperti : 

I. Wanita diajak ke luar kota tetapi sampai di terminal, "wanita nakal" tersebut 

pergi ke toilet, namun setelah ditunggu oleh pasien, "wanita nakal" itu hilang. 

2. Setelah menginap di rumah kepala, "wanita nakal" meminta menginap di 

rumah orang tuanya. Tetapi sampai di rumah orang tuanya, wanita tersebut 

pura-pura sakit dan tidak bersedia digauli. "Wanita nakal" itu pura-pura pergi 

sendirian ke dokter, tetapi tidak kembali pulang ke rumah. 

3. Ada yang sudah dibawa ke hotel di Malang, "wanita nakal" itu lari ketika 

pas.ien sedang ada di toilet. 
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Pada umumnya past en menuntut ke kepalanya untuk meminta 

mengembalikan uang yang sudah diberikan kepadanya Pasien merasa tertipu 

wanita yang diberikannya bukanlah "wanita baik-baik" tetapi ''wanita nakal". 

Namun kepala juga membantah bahwa wanita yang dikawini adalah wanita baik

baik, bahkan kepala membalik menuntut untuk mengembalikan wanita tersebut 

kepada orang tuanya. Orang tua (Ida atau Ita) juga dipanggil untuk menemui 

pasiennya. Orang tua (Ida atau Ita) pura-pura marah dan menuntut ganti rugi 

karena anak wanitanya telah dibawa kabur. Pada akhirnya pasien meminta maaf 

dan damai dengan orang tua Ida atau Ita. Orang tua Ida atau Ita pura-pura akan 

beljanji untuk mencari anak wanitanya yang kabur. 

Sebenarnya perkawinan yang terdapat di desa Kalisat adalah perkawinan 

kontrak atau perkawinan mul 'ah. Hal ini dapat ditinjau dari tujuan perkawinan 

adalah untuk memperoleh kesenangan seksual. bukan untuk mendapatkan 

keturunan (membentuk generasi baru). Demikian juga, jika dikaitkan dengan 

syarat dan rukun kawin kontrak seperti yang diutarakan oleh Nurdin (1993 : 78) 

bahwa proses perkawinan kontrak terdapat ijab qabul, adanya calon suami dan 

istri, mas kawin yang disampaikan pada saat ijab qabul. dan batas waktu. 

Ditambahkan oleh AI-Amili (1992 : 17-18) pada akhir periode perkawinan tidak 

memerlukan proses perceraian, yang dalam hal ini adalah talak. Perceraian itu 

terjadi, bila suami sudah tidak mengunjungi istrinya lebih dari satu bulan 

dianggap cerai. Menurut AI Amili dalam perkawinan kontrak, wanita yang sudah 

dicerai dan ingin menikah lagi, hams menunggu masa iddah selama dua bulanjika 

masa haidnya normal dan empat puluh lima hari bila tidak mengalami haid. 
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Sebaliknya laki-laki tidak perlu menunggu masa idda.h, jika ia ingin kawin lagi. 

Meskipun dalam perkawinan kontrak terdapat ketentuan mengenai masa iddah 

bagi wanita, namun dalam kenyataannya ketentuan masa iddah tidak berlaku di 

desa Kalisat. Setelah perceraian, wanita bisa langsung melakukan perkawinan lagi 

tanpa menunggu masa iddah. 

Aturan-aturan mengenai kawin kontrak telah diterapkan di masyarakat 

Kalisat, kecuali mengenai masa iddah. Dengan demikian konsep perkawinan 

kontrak adalah suatu perkawinan antara seorang laki-Iaki dengan seorang wanita 

yang tidak bersuami, adanya dua orang saksi, ijab qabul, menyebutkan mas kawin, 

tidak dicatatkan di KUA, terdapat akhir periode perkawinan yang disebutkan pada 

ijab qabul, tanpa proses perceraian dan tanpa masa iddah. Pada umumnya 

perkawinan kontrak dilakukan oleh wanitajanda sebelum usia 16 tahun. 

Bila ditinjau dari proses perkawinan kontrak di atas, yang dilakukan oleh 

laki-Iaki dari luar desa Kalisat menurut Yentriyani (2000:543) merupakan 

perdagangan wanita (trafficking in women) melalui perkawinan. Ada dua bentuk 

perdagangan wanita lewat perkawinan. Pertama, perkawinan menjadi cara untuk 

menipu wanita, terutama untuk prostitusi. Kedua, perkawinan itu dikomersilkan 

atau lebih kerap dikenal sebagai istri pesanan (mail order bride). Karena itu, 

sering pula perdagangan wanita lewat perkawinan disebut sebagai perdagangan 

istri (trafficking bride). 

Perkawinan kontrak yang terjadi di Kalisat, bisa digolongkan sebagai 

prostitusi karena..sesuai dengan peIjanjian pada saat akad nikah, wanita yang 

tidak dikunjungi oleh suaminya lebih dari satu bulan maka otomatis cerai. 
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Meskipun perantara mengcna l batas masa iddah, tetapi jika ada pasien 

lllCmblltll hkan wanita tcrscbut , maka wan ita bisa dikawinkan lagi secara kontrak 

olch perantara . Oalam hal in i, wa ni ta ditipu oleh perantara dcngan label 

··perkawinan" . Namun perkawinan kontrak juga bisa digolongkan dcngan istri 

pcsanan karena pasien berhak menentukan ca lon (islri) pasangannya dengan 

1l1cmbayar jasa perantara. Hal in i juga didukung oleh Globa l Alliance Against 

Traffic in Women (GAA TW) ( 1999: 19) bahwa perdagangan wanila sebagai istri 

pes.lIlan be rtuj llall untuk mengeksploitasi wanita yang ingin mcmperbaiki hidup 

Illcreka melalui perkawinan. Pedagang wanita mencmpatkan diri sebagai 

pcrantara perkawillan dan Illcnjanjikan para wanita untu k diperkcnalkall kepada 

ca lon suami yang sukses. 

Pe rkawinan kontrak di desa Kalisat secara terang-terangan dikomersil kan, 

ya ilu pasien sebagai konsumen, perantara sebagai penjual, dan w3nila sebagai 

kOlllodilas yang di perjualbelikan. Aspck komc rsiali sasi bahwa perkawinan 

kon lrak tidak lebih dari scbuah cara untu k memperdagangkan wanita . Aspek 

komcrsialisasi sulit diabaikan meskipun pengguna jasa perantara mencmpatkan 

peran tara pada posisi yang cukup tcrhormat da lam masyarakat. Perantara adalah 

scpcrti seorang dewa "pcnolong" yang mcnye lamatkan wanita dari kesul itan 

ekonomi dalam kcbutuhan hidup sehari-hari . 

Perkawinan kontrak sebaga i sebuah institusi yang secara tradi sional 

mcmbcrikan status kcpada wani ta. Perkawinan memang tidak pemah nctral dalam 

mencka nkan posisi pada wan ita dan laki-Iaki yang terlibat di daJamnya. 

Pcrkawinan membuka pe luang UIl111k pcmbenlukan sebuah kontrak dengan pihak 
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suami (laki-Iaki) yang menerima dengan senang hati pekerjaan istri (wan ita) yang 

tidak perlu dibayar. Meskipun dalam proses perkawinan, pihak Iaki-Iaki 

memberikan uang belanja, pihak laki-laki menganggap uang belanja tersebut 

untuk selama perkawinan mereka. Jarang sekali suami (pibak laki-Iaki) ini 

memberikan uang belanja untuk istrinya pada saat berkunjung. Akibatnya, 

perkawinan tidak lebih dari sebuah proses yang menghasilkan cara produksi 

domestik dan cara patriarkal dalam melakukan eksploitasi. 

V.2. Budaya Hukum 

\ Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai masyarakat Kalisat yang 

membentuk budaya hukum atau sub budaya hukum (atau kepentingan) yang 

berdampak pada perkawinan sirri. Sebenarnya legal substance dalam hal ini UU 

Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 telah memberikan 

ketentuan yang tegas dalam penerapannya di masyarakat Kalisat, Namun 

penegakannya terbentur kepada sikap-sikap petugas dalam hal ini polisi dan 

petugas KUA sebagai legal structure yang tidak mendukung berlakunya hukum 

negara yaitu UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan PP No.9 tahun 1975.\ 

Meskipun upaya mendorong pembuat undang-undang mengundangkan peraturan 

yang tegas, ketentuan-ketentuan hukum yang sudah terumus sebagai hukum 

positif, masih dihadapkan kepada kendala dalam penegakannya, berupa apa yang 

oleh Friedman disebut sebagai budaya hukum (legal culture) yaitu sebagai 

kekuatan-kekuatan sosial yang memainkan pengaruh terhadap hukum. 
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Kekuatan-kekuatan tersebut adalah kekuasaan (power) dari para kyai yang 

mendoktrinasi masyarakat dengan hukum agama yang diadopsi oleh hukum adat. 

Hubungan bukum adat dan hukum agama merupakan Receplio in Complexu. 

Artinya~ hukum adat masyarakat Kalisat merupakan hasil penerimaan bulat-bulat 

dari bukum agama (Islam). Kawin kontrak yang didasarkan pada hukum agama 

telah membudaya pada masyarakat Kalisat. Hal ini dapat diamati pada perkawinan 

di bawab umur. Dalam UU Perkawinan No. 1 tabun 1974 pasal 7 ayat 1 

menyebutkan bahwa perkawinan dizinkan jika pihak laki-Iaki sudah mencapai 19 

tahun dan pibak wanita telab mencapai usia 16 tabun. Selanjutnya pada pasal 7 

ayat 2 disebutkan adanya dispensasi bagi pasangan yang melakukan perkawinan 

di bawah batas umur yang ditentukan pada ayat 1, tetapi dispensasi tersebut harus 

memenuhi berbagai persyaratan, antara lain harus melalui pengadilan atau pejabat 

berwenang setempat yang ditunjuk oleb orang tua pihak laki-laki dan orang tua 

pihak wanita dengan mengemukakan alasannya. \ 

Meskipun pasangan yang akan atau telah melaksanakan perkawinan atas 

pengetahuan pejabat KUA setempat dan telah dicatat, tetapi persyaratan bagi 

pasangan yang belum mencapai usia 16 tabun bagi pihak wanita dan 19 tabun bagi 

pihak laki-Iaki, mereka tidak melakukan dispensasi usia melalui pengadilan 

pejabat berwenang setempat. Mereka menganggap dengan melakukan dispensasi 

melalui pengadilan atau pejabat berwenang setempat akan membuang waktu, 

tenaga dan yang jelas harus mengeluarkan biaya. Mereka cukup meminta bantuan 

dari modin desa untuk "meninggikan umur". Caranya menghapus umur yang 

sebenarnya dengan tipe-x dan diganti umur minimal 16 tahun. Modin desa sebagai 
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PPPN berperan mengurus administrasi bagi pasangan yang akan melaksanakan 

perkawinan untuk disampaikan ke KUA, justru tidak mendukung penerapan 

peraturan dari negara. 

Dalam masalah kawin di bawah umur, peranan agama menjadi dasar 

pembenaran. Dalam Islam tidak ada patokan yang pasti mengenai batas umur 

perkawinan. Bagi wanita syaratnya, seseorang sudah dianggap dewasa maka 

sudah diperbolehkan kawin, yaitu sudah gadis dan ditandai dengan datangnya 

menstruasi. Hal ini menunjukkan bahwa umur untuk melakukan perkawinan 
"". 

memang sangat muda. Kebiasaan orang tua mengawinkan anak wanita pada masa 

pubertas diterima masyarakat luas sebagai reaksi menghindari sikap pennisif 

hubungan seks pra nikah. 

Apalagi perkawinan di bawah umur dengan cara kontrak merupakan suatu 

kebiasaan pada masyarakat Kalisat di mana mereka melakukan perkawinan pada 

saat mencapai umur yang telah dianggap pantas untuk menikah dan malu disebut 

oleh masyarakat setempat sebagai "perawan tua". Orang tua dan anak wanitanya 

lebih baik segera dikawinkan meskipun dengan cara kontrak. Seperti yang dialami 

Nina: 

"Setelah lulus dari madrasah dengan usia 15 tahun, dia dijodohkan oleh 
orang tuanya dengan Pakih yang berasal dari Pasuruan. Menurut orang 
tuanya, anak wanila yang sudah berusia 15 tahun, seharusnya sudah 
menikah, di mana orang tuanya takut oleh masyarakat desa disebut 
"perawan lua. 

Orang tua Nina meminta bantuan seorang kyai, supaya anaknya dicarikan 
jodoh, karena hubungan orang tua Nina dengan kyai sudah saling 
men genal. Kemudian kyai tersebutlelah menentukan Pakih yang dianggap 
sangat cocok dengan Nina serla hubungan kyai kenai baik dengan 
keluarga Pakih. 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN Budaya Hukum Dan ... Sri Endah Kinasih



37 

Baik orang lua Nina dengan orang tua Pakih menyetujui serla mereslui 
hubungan mereka. Tetapi, Pakih meminta kepada keluarga Nina bahwa 
perkawinan mereka dilakukan dengan cara kontrak. Permintaan tersebut 
diselujui oleh pihak keluarga Nina . Akhirnya, mereka kawin konlrak 
dengan yab kabul yang dipimpin oleh kyai dan disaksikan kepala desa 
Kalisal. Mas kawin yang diberikan Pakih berupa uang Rp. 150.000,
sesuai dengan permin/aan Nina ft. 

Anak wan ita yang sudah berusia 15 tahun seharusnya menikah dan takut 

mendapat julukan "perawan tua". Pada saat it~ mereka umumnya akan menerima 

siapa saja yang melamar pertama kali. tanpa melihat latar belakang laki-Iaki 

tersebut. 

Nilai-nilai sosial budaya menekankan wanita untuk segera memenuhi 

tuntutan sosial menjadi istri dan ibu. Vonis "perawan tua", "perawan tidak laku" 

adalah hukuman sosial yang dihadapi bukan hanya oleh wanita yang masih lajang, 

melainkan juga keluarga wanita tersebut. 

Tidak ada peluang bagi wanita untuk berpikir, apakah ia ingin menikah 

atau tidak, kapan menikah, dengan siapa menikah, kapan memiliki anak, berapa 

jumlah anak yang diinginkan. Dalam situasi ini menjadi tidak penting (bagi 

wanita dan keluarganya) untuk mendiskusikan kualitas kehidupan perkawinan 

yang semata-mata sebagai pemenuhan tuntutan sosial. 

Nilai-nilai sosial budaya yang "mendukung" kawin bawah umur dan 

kawin sirri tercermin dalam lingkungan sosial yang menganggapnya sebagai hal 

yang biasa Pada tahap pranikah, keluarga, masyarakat dan calon suaminya tidak 

pemah mempertimbangkan pendapat wan ita itu sendiri tentang pilihannya untuk 

kawin atau tidak kawin, dengan siapa kawin dan kapan kawin. 
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Tradisi-memang ikut memainkan peran. Mengawinkan anak wanita 

merupakan tuntutan agar anak segera "mentas" dan setelah itu orangtua mereka 

merasa puas karena telah menunaikan tugas sosialnya sebagaimana mestinya. 

Dengan demikian. perkawinan lebih merupakan ritus demi kepuasan orang tua, 

dan bukan terutama buat kepentingan anaknya. 

Dalam masyarakat Kalisat perkawinan lebih merupakan proses 

pembebasan orangtua dari tugas-tugas sosial yang mereka emban. dan tidak 

memberikan kebebasan bagi anak-anak mereka, agar mereka menjadi lebih 

merdeka dan mandiri setelah menikah. Seperti pada kasus Umroh (bukan nama 

sebenamya): 

"Sebenarnya bagi Umroh. ia memandang kawin kontrak kurang "sreg ". 
karena ketidakje/asan da/am proses-proses perkawinan, seperti hanya 
dihadapan kyai. lidak adanya surat-surat perkawinan dar; KUA. dan 
peran aparat desa kadang-kadang menjadi salesi da/am per/cawinan 
tersebut. Tetapi ia melihat sejak du/u (termasuk orang tua Umroh yang 
masih duduk dibangku ke/as dua di madrasah sudah kawin kontrak). 
orang Kalisat sering melakukan kawin kontrak serta dipandangnya tidak 
ada cercaan dan pandangan yang negatiJ dari warga. apalagi aparat desa 
juga lidak pernah merasa menuntutnya unluk menyelesaikannya sesuai 
hukum perkawinan yang berlaku. Umroh juga merasa adanya pemaksaan 
unluk seger a kawin diband;ngkan saudara /aki-/akinya. " 

Keluarga Umroh secara turun-temurun mempraktikkan kawin di bawah 

umurdan kawin kontrak. Pada umumnya anak wanita menghadapi tekanan lebih 

berat dibandingkan anak laki-Iaki untuk segera memasuki ruang perkawinan. 

Saudara laki-laki tidak ada yang dipaksa kawin. ber~eqa p.~ng~m wanita yang 

dipaksa untuk kawin kontrak meskipun ia sendiri tidak menghendakinya. Latar 

belakang 'keluarga orang tua, dari pengalamana Umroh pada Umumrtya berasal 
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dari keluarga orang tua yang juga berpendidikan rendah dan berpenghasilan 

rendah. 

Wanita yang melakukan kawin di bawah umur dan kawin konrak lebih 

karena desakan keluarga (orang tua) dan kondisi lingkungan sosial budaya 

setempat. Hal ini dilakukan karena terpaksa dan dipaksa untuk memenuhi 

kebutuhan yang mendesak untuk mendapatkan penghasilan guna membiayai diri 

sendiri, keluarga dan anak-anak yang dilahirkan dari suami terdahulu. Dengan 

perkawinan sirri pada usia muda mengharapkan adanya keberuntungan dan 

menawarkan kehidupan yang lebih baik kepada wan ita yang tidak mempunyai 

ketrampilan dan berpendidikan rendah. Bahkan Ida dan Ita, orang tua merelakan 

anak wanitanya untuk melakukan kawin sirri berkali-kali sehingga seperti pelacur. 

Menurut lndraswari (1999) keluarga (orang tua) "memaksa" anak 

wanitanya untuk segera menikah, tidak dapat dilihat sebagai fenomena tunggal 

yang berdiri sendiri. Perkawinan seharusnya adalah keputusan yang diambil oleh 

orang-orang yang (seharusnya) telah dewasa. Keputusan kawin dan tidak kawin 

relatif sedikit sekali melibatkan wanita sebagai pelaku langsung. Kondisi ini dapat 

dilihat sebagai cermin dari kondisi sosial budaya yang memandang perkawinan 

lebih sebagai kewajiban sosial, dan bukan sebagai kontrak sosiaI, sebagai 

keharusan sosial budaya yang harus dipenuhi anggota masyarakat. Hidup lajang 

dianggap abnormal, menyimpang, melanggar tradisi, dan bahkan dianggap aib. 

Derajat "wajib" kawin berbeda bagi wanita dan laki-Iaki. Wanita 

mendapat tekanan normatif Iebih besar untuk segera memasuki ruang perkawinan 

karena nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat yang memandang 
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tugas utama wanita adalah menjadi istri dan ibu. Dengan kata lain "menjadi 

wanita identik dengan menjadi istri dan ibu". Simbolis laki-laki atas wanita 

tampak mela1ui penilaian bahwa wanita yang baik adalah yang berumah tangga, 

melahirkan dan mendidik anak. serta merawat rumah tangga. Orang tua dengan 

kekuasaannya berhak memaksa anak-anak wanita mereka yang masih sangat 

muda untuk kawin kontrak. 

\ Selain perkawinan di bawah umur, juga terjadi poligami dengan cara 

kawin kontrak. Kawin sirri merupakan jalan keluar dari terbentumya pasal 3, 

pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 UU Perkawinan No.1 tahun 1974. Cara yang 

dilakukannya. laki-Iaki yang sudah beristri berkeinginan untuk memiliki lebih dari 

satu istri. dalam proses perkawinannya tanpa meminta izin dari pengadilan dan 

persetujuan dari istrinya. Demikian juga bila dikaitkan dengan PP No. 9 tahun 

1975 tentang pelaksanaan perkawinan, secara administrasi proses perkawinan 

tidak didaftarkan melalui KUA. Mereka lebih diuntungkan dengan hukum agama 

dan hukum adat setempat yang memberi peluang kepada laki-Iaki untuk memiliki 

lebih dari satu istri. tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum 

negara. Kyai yang juga berjenis kelamin laki-Iaki menerapkan hukum agama di 

masyarakat Kalisat sebagai hukum adatnya memperbolehkan laki-Iaki memiliki 

lebih dari satu istri. Dasar hukum dan ideologi mereka adalah hukum Islam. 

Dalam hukum Islam melarang laki-Iaki dan wanita berhubungan secara bebas, 

kecuali dengan suatu perkawinan. r 

Pengalaman Umroh sebagai istri simpanan : 

"Saal ini Umroh hanya linggal dengan suaminya dari pernikahan yang 
ke-9. Ja tengah hamil delapan bulan pada bulan Me; 2001. Kedua orang 
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lua Umroh lelah meninggal, ibul/yo sekilar duo IOlulII yang lalu. 
sedul1gkan bapaknya saat fa masil! cli Madrasah ke/os ell/pal. 50111-
sotlll/yo sOlldara kandungnya yoifu kakak laki-loki ringga/ del/gon i.wrinya 
di Bongi/. Perkawinanya dijodolzkon o/eh orang llIanya (terllfoma ibuj. 
selzingga ia meminfo cerai kareno tidok mencintainyo. IJroses perkenalan.
scmgal cepo/ begilll ia Ill/us dari Madrasalt. dipinang umpa mengellol 
pasangannya. kemudian menikah dengall mas kawin /lang (Umroh lupa 
berapa jumlaJmya). Demikian juga proses percerahmya : wrjadi begifu 
saja tanpa proses Illikum apa/agi kejelasoll pemhagi(U1 haria gono-gini, 
karel/a fa tidak lallu sao! /Iak-hak perkawinol1. Naollm sliominya lidak 
memhawa harIa soma sekali dori perkawinon ini. Perceraian ini lerjadi 
sete/ah ena", hulan lIlellikah tallpa pemah klllllpll/ sebagoi SliOlIli· i.'ifri. 
koreno Vmroh be/11m dopal menslrua.)·;. 

/Jerkolll;non yang kedua, dijodohkol1 oleh kyoi dengall duda Ka/ism 
sebagoi iSlri kedua dengan cara kal1'ill kOlltrak. Lewaf kya; selempaf ia 
menikah del/gan mas kalilin liang (Vlllroh /upa j lllll/almya). Seldah dlla 
tohull berjalan /anpa anak, kemudlllfl bercerai. Alasan bercerai karel10 
ketidakcocokan. Proses percera;wlllya tallpO proses Iwkum dall lidak 
adallya pembag;an haria gono·gil1l del/gall alasall pasallgall in; fidak 
memiliki haria". 

"Perkawillall kOlllrok yang dilakllkell1 selama dua tallllll del/gall seorang 
ABR/ dari Koramil Pasuruall karella ia mencintainya dan menglwrapkan 
al1ak darinya. Begitll juga sliaminya, karel1a del/gan islr; perlamanyo 
lidak memperoleh anak. A1enurul suaminya, Vlnroll dimadu agar 
memperoleh al/ak. Karena ilu perkawinol/ keele/apan bag; Vmroh illl 
berakhir karena lidok menghasi/kan ol1ok ". 

"Semlla perkawillal/ kOlllrak yang dilakukeJll dihadapcl/l J..yai Kati.m/. NOla· 
rala ia lidok mengenal baik lalar bdakallg kepribadiem dar; SlJomi
suamil1Yo i/u lebih dulu, karella di jodohkall Olell pihak kefiga seperl; 
lelongga dall tukang ojek yang membawa mereka kepadallya. "Kadang
kadang soya IIggak mau, tap; mereka memaksa-maksa lerus dengan 
menamhah syaral mas kawin, sampai akhimya soya mellerimanya ". la 
mengaku, lebilz menglwrapkan orang yang lehih dulu dikenalnya dan 
sesuai dengan pilillannya. Apalagi ketidakawelan perkawillall ilu karena 
slaWs sllamillya temyala sudal! herislri, lidak ada tanggullg jawab 
sebogai layaknya suami ullluk tingg,a/ menelap bersamanya (.mami dalang 
pada waklu-waktu lerlemu). Sehingga VII/roll selalll mellghilldari wI/uk 
memperolel! af/ak dari mereka, korena diallggapnya perkawilloll kOnlrak 
lidak sesuai dengan Iwrapal/l1ya dan lidak merasa ada jamillOlI yang 
membuatnya aman UllIuk mengllOsilkan onak dar; mereka. Seluruh 
perkawinelll kOlllrak tidak dikelalllli ibllllya. PerceraiOlmya pun lehih 
sering sepillak, misalllya tiba-tiba saja slIdali tidak pel'llah dalang atou 
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mengakhiri perkawinan dengan kala talak. Selama perkawinan kontrak 
yang keliga sampai kedelapan, tidak ada pembagian harta gono-gini, 
karena selama perkawinan tidak ada pemberian najkah dari suami
suaminya tadi bahkan lebih dari 3 bulan". 

Demikian juga yang dialami oleh Ana (bukan nama sebenamya) : 

"Usia perkawinan yang ke 15 tahun, ta menikah dengan seorang dokler 
bernama Sumantri. Pada saat itu Ana mengantarkan saudara sepupunya 
ke rumah sakit Pasuruan. Pada akhirnya mereka kawin kontrak dan Ana 
dijadikan istri kedua (istri simpanan) sampai saat ini". 

Sementara Anik (bukan nama sebenamya) juga mempunyai pengalaman yang 
sarna: 

~~Pada usia yang masih 15 tahun, tanggal 12 April 2001, Anik menikah 
dengan seorang laki-laki dari Sidoarjo. Mer.eka dipertemukan oleh pihak 
keliga yaitu tukang ojek lewat orang tua Anik. Perkenalan mereka hanya 
dalam waktu J hari, saat itu juga dikawin kontrak dengan Didik. 

Anik mengetahui bahwa dirinya dijadikan istri ke dua, maka dia minta 
mas kawin berupa uang Rp. 500.000,-. Dihadapan kyai dan disaksikan 
kedua orang tuanya, maka mereka menjadi pasangan suami-lstri ", 

Perilaku mereka harns berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama Islam 

dan supaya pergaulan secara bebas tidak mengarah pada suatu perzinahan, maka 

mereka melegalkan perkawinan kontrak. 

Selain itu, juga peraturan hukum Islam yang sangat ketatlkaku tentang 

dilarangnya pergaulan laki-laki dengan wanita secara berlebihan dan dilarangnya 

hidup bersama diluar nikah, m~ka k~wiI1 sirri dian~ap palinp "aman" untuk 

tPflUn~r 4Ali peJanggaran norma-nonna agama Islam. l<QnltJnY~ k~nsep kawin 

kontrak dikognisi masyarakat Kalisat, dengan demikian kawin sirri dianggap 

sesuatu yang "wajar", 

Perkawinan kontrak merupakan manipulasi, negoisasi dan iBterprestasi 

terbadap ajaran-ajaran agama Islam, agar terbebas dari anggapan perbuatan zina. 
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Para kyai yang kesemuanya berjenis kelamin laki-Iaki mencari tafsiran-tafsiran 

untuk melegalkan perkawinan tersebut. Terutama dalam hukum Islam yang 

terpenting sahnya suatu perkawinan adanya ijab qabul, sedangkan perayaannya 

merupakan sunnah yang boleh saja tidak ditaksanakan. Demikian juga dalam 

hukum agama memperbolehkan laki-Iaki memiliki lebih dari 1 istri dijelaskan 

dalam surat An-Nisa ayat 3 yang menyatakan : 

"Kamu boleh kawin dengan wanita yang kamu pandang baik, dua atau 
tiga atau empat, tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adit terhadap 
mereka, kawinlah seorang saja". 

Dengan dasar hukum inilah, maka masyarakat Kalisat membentuk 

perilaku-perilaku yang menyimpang dari hukum negara, yang berdampak pada 

kawin sirri. Mengikuti Giddens, masalah perkawinan kontrak memperlihatkan 

adanya the duality of structure. Demikian juga Benda-Beckman (1983:22) 

menjelaskan adanya both constraining and enabling structure yang menghasilkan 

aturan-aturan dianggap sebagai pembatas tingkah laku kepada masyarakat (dalam 

hal ini hukum negara), namun di sisi lain memberi peluang kepada masyarakat 

untuk melakukan penyimpangan (dalam hal ini hukum agama dan adat) .. 

Pelegalan hukum agama secara formalistas temyata mengakibatkan 

pengorbanan kelompok masyarakat tertentu, khususnya wanita. Hal ini hukum 

agama terlibat dalam proses penganiayaan terhadap suatu keJompok masyarakat 

yaitu wanita yang dianggap sangat lemah. 

Seperti yang dialami Umroh, ia tidak diberi uang beJanja oleh suaminya dan 

billan lebih dati tiga bulan. Pada usia yang sangat muda, mampu untuk 
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bagi laki-laki karena melalui perkawinan kontrak tersebut, mereka akan 

memperoleh tenaga ketja gratis (unpaid labour) dalam keluarganya maupun 

rumah tangga yang dibangunnya itu. 

Bila dilihat dari orang-orang yang terlibat dalam jaringan perdagangan 

wanita termasuk juga wanita itu sendiri dan para orang tua terutama dari pihak 

wanita yang memaksakan anak wanita untuk kawin dengan cara kontrak, mereka 

mempunyai kepentingan ekonomi. Bagi orang-orang terlibat dalam jaringan 

perdagangan wanita kepentingan ekonomi tercermin dengan mendapatkan 

keuntungan pribadi, sedangkan bagi wanita itu sendiri dan orang tua pihak wanita 

tercermin dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. 

Hal ini dialami oleh Umroh : 

"Dengan suaminya ini (seorang ABRI). ia dibangunkan rumah yang 
dilempali sekarang ini. Sedangkan dari mantan suami-suaminya du/u. ia 
dapat membeli perhiasan emas antara 5 sampai 20 gram ". 

"Suaminya yang sekarang ini (dengan Hendro). sebenarnya diawali 
dengan kontrak. tetapi ia berharap suatu saat ada sural kawin dari 
suaminya ini karena ia sudah bam hamil delapan bulan serla suaminya 
ini dipandangnya cUkup berlanggung jawab. Umroh lelah berniat untuk 
lidak gagal lagi dalam perkawinan ini. Sejak menikah yang berakhir ini. 
ia lidak ter/alu serius untuk mencari nafkah sebagai buruh lani. karena 
suaminya mempunyai usaha yang cukup mapan sebagai pedagang 
kambing di Bangi/. Menurul Hendro. perkawinan ini adalah perkawinan 
yang ketiga. Dengan istri pertama ia memperoleh satu anak. dari kedua 
tanpa anak, dengan Umroh ini ia menginginkan anak ". 

Hal ini juga dialami oleh Rofiah : 

"Selama perkawinan dengan Umar. Rofiah te/ah dibualkan rumah. 
Kesenangannya dengan Umar, kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya 
lerpenuhi". 

Demikian juga Ana : 
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"Untuk perkawinan yang ke 3 sampai dengan ke 14, Ana menikah dengan 
cara kontrak melalui tukang ojek. Ana mendapatkan mas kawin berupa 
uang rata-rata Rp.500.000,- ". 

"Ana dibangunkan sebuah rumah oleh dokter Sumantri di desa Kalisat 
(tanah milik orang tua Ana) ". 

Anik juga punya pengalaman yang sama : 

"Bagi dia yang terpenting pada saat sekarang ini adalah punya suami, 
punya rumah yang bagus, sehingga dipandang masyarakat ada kemajuan 
(artinya punya identitas sudah berrumah tangga dan dianggap kaya) ". 

"Alasan Anik kawin kontrak, ada/ah ingin sekali meringankan beban 
ekonomi orang tuanya, di mana ayahnya bekerja sebaga; tukang rombeng 
yang pendapatannya Rp. 150.000,-/hulan dan masih ada seorang" adik 
perempuan yang masih sekolah dasar H. 

Demikian juga tukang ojek : 

Saya lebih senang bekerja sebagai perantara kaum laki-laki untuk kawin 
kontrak dengan wanila Kalisat. Untungnya banyak sekali bisa untuk 
bangun rumah dan cepat kaya. " 

Orang-orang yang terlibat dalam jaringan perdagangan wani~ orang tua 

pihak wanita dan wanita yang telah melakukan perkawinan sirri, mereka 

mempunyai kepentingan ekonomi dengan alasan kondisi kemiskinan rumah 

tangga. Perkawinan kontrak dianggap sebagai jalan keluar dari kemiskinan yang 

dihadapi (survival strategy). 

Dalam situasi seperti 1m, perkawinan kontrak merupakan mekanisme 

untuk meringankan atau melepaskan beban ekonomi orang tua. Mengawinkan 

anak wanita umur yang masih muda dengan cara kontrak berarti pula 

meringankan beban ekonomi keluarga. Anak wanita yan~ ~u~ tp~~kah 

diasumsikan tidak lagi menjadi tanggung jawab ~f~r ,'", "r'lr! menjadi 

tanggungjawab suami. ' 
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Anak wanita yang kawin muda dengan cara sirri merupakan pemasukan 

finansial bagi keluarga. Kontribusi finansial yang dimaksud adalah penambahan 

penghasjJan keluarga melalui menantu laki-laki. 

Pihak wanita dituntut oleh kedua orang tuanya untuk memberi sumbangan 

ekonomi, sehingga jalan keluar yang harus ditempuh yaitu pada usia yang relatif 

muda sudah dinikahkan dengan harapan supaya beban keluarga sedikit berkurang. 

Dengan demikian orang tua rela, jika anaknya menikah pada usia yang relatif 

muda dengan laki-Iaki yang tidak tahu asal-usulnya seperti: apakah laki-laki 

tersebut sudah berkeluarga atau belum, pendidikan dan peketjaan. Sering dijumpai 

wanita menikah lebih dari satu kali dan tidak adanya suami dalam keluarga 

sehingga wanita sebagai single parent. 

Berdasarkan kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa tingkat kemakmuran 

rumah tangga dari anak wanitanya yang teJah kawin sirri relatif lebih tinggi 

dibandingkan dengan bekerja sebagai buruh tani dan pembordir dengan 

pendidikan rendah. Tingkat kemakmuran yang dimaksud adalah kebutuhan sehari

hari, membangun atau renovasi rumah dan membeli perhiasan 

Namun bila dilihat dari kekuasaan dari para kyai perkawinan kontrak 

mempunyai kepentingan sosial, budaya dan politik, di mana interpretasi hukum 

agama untuk merasionalisasikan dalam melegitimasi perkawinan sirri daripada 

melakukan perbuatan yang dilarang agama yaitu "berzina dan berdosa". 

Interpretasi hukum agama secara terus-menerus disosialisasikan oleh para kyai 

sehingga terbentuk pola yaitu berupa aturan-aturan dan norma-norma untuk 
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melegalkan perkawinan kontrak demi kepentingannya (sosial, budaya dan 

politik). 

Masyarakat yang kecenderungan menggunakan hukum agama (Islam) 

sebagai asas legalistik menjadi dasar untuk pelaksanaan perkawinan kontrak. 

Dengan demikian hukum agama melegitimasi pelaksanaan perkawinan kontrak 

yang diwujudkan dalam berbagai tindakan sosial-budaya. 

Dari kasus-kasus yang ada wanita yang sering melakukan kawin kontrak 

tidak mempunyai konsep tujuan perkawinan. Perkawinan hanyalah sebagai '"alat" 

untuk menghindari "zina dan dosa". Dengan demikian budaya hukum ini 

merupakan bagian dari kebudayaan secara umum. 

V.3. Hubungan Kekuasaan Antara Laki-Laki Dan Wanita 

Dalam Perkawinan Kontrak 

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai hubungan kekuasaan antara 

laki-Iaki (suami) dan wanita (istri) dalam perkawinan kontrak. Faktor kunci untuk 

menentukan kekuasaan seseorang adalah akses dan kontrol. Akses merupakan 

peluang untuk menggunakan atau memanfaatkan sumber daya tanpa kekuasaan 

untuk mengambil keputusan mengenai penggunaan sumber daya tersebut. 

Sementara kontrol adalah penguasaan terhadap sumber daya yang berarti 

wewenang untuk mengambil keputusan dalam penggunaan sumber daya tersebut. 

Dalam hal ini terdapat perbedaan mendasar antara akses dan kontrol. Akses 

terhadap sumber daya belum tentu meliputi penguasaan atau kontrol atas sumber 

daya tersebut, karena akses dapat ditentukan oleh orang lain, sedangkan kontrol 
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mengandung arti bahwa seseorang yang mengontrol itulah merupakan kekuasaan 

yang menentukan. (Pramono, 1993:51:61) dan Moser (1994:27-36). 

Ditinjau dari akses dan kontrol, bahwa wanitalistri yang telah melakukan 

perkawinan sirri tidak memiliki akses menentukan keputusan untuk melakukan 

kawin sirri, informasi hukum tentang proses perkawinan dan perceraian. Dalam 

hal ini, perkawinan sebagai sebuah institusi tidak menjadi hal personal bagi 

wanita. Posisi wanita da)am keluarga menyebabkan dia tidak diperhitungkan 

dalam pengambilan keputusan meskipun mengenai diri wanita itu sendiri. Hal ini 

diperburuk oleh dua stereotipe. Pertama, wanita dianggap emosional sehingga 

tidak mampu untuk mengambil keputusan yang rasionaL Kedua, wanita dianggap 

sebagai makhluk yang lemah dan oleh karena itu, memerlukan perlindungan dari 

laki-Iaki yang secara khusus akan diperoleh setelah wanita melakukan suatu 

perkawinan. Karena posisi tersebut, menolak keputusan untuk dikawinkan 

(arranged marriage) adalah hal yang cukup sulit untuk dilakukan oleh wanita. 

Apabila dikaitkan dengan aspek "pertukaran" dari perkawinan kontrak di mana 

wanita sering dianggap memiliki kepentingan ekonomis yaitu untuk memenuhi 

kebututuhan hidup sehari-hari dan laki-Iaki yang meminangnya memiliki 

kepentingan politis yang mempero)eh keuntungan' dari ketergantungan wanita. 

Mengenai akses terhadap informasi hukum bagi wanita Kalisat disebabkan 

karena ketidaktahuan tentang prosedur pencatatan perkawinan. Apalagi dalam 

hukum negara, hanya memberikan perlindungan kepada mereka yang dianggap 

telah melakukan perkawinan secara syah. ijukum negara juga tidak memberikan 

perlindungan bagi individu-individu yang·melakukan kawin kontrak dan terhadap 
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anak-anak yang dilahirkannya. Sementara itu perceraian bukanlah keputusan 

wanita tetapi merupakan keputusan sepihak dari laki-Iakilsuami, apabila laki-

laki/suami tidak mengharapkannya lagi, serta proses perceraiannya secara 

otomatis tanpa melalui pengadilan agama. 

Namun sumber daya yang dimiliki wanitalistri mengenai keputusan untuk 

melakukan kawin kontrak dan informasi hukum tentang proses perkawinan dan 

perceraian masih bergantung pada pihak lain seperti laki-Iakilsuami, orang tua 

wanita dan para perantara yang terlibat dalam jaringan perdagangan wanita yang 

mempunyai kekuasaan untuk mengkontrol terhadap sumber daya tersebut. 

Sebaliknya laki-laki/suami selain memiliki akses dalam menentukan 

keputusan untuk menolak atau menerima cal on pengantin wanita yang akan 

dikawin secara kontrak. penguasaan seksual terhadap wanita, informasi hukum 

tentang proses perkawinan dan perceraian. juga laki-Iakilsuami memiliki kontrol 

yang cukup kuat terhadap sumber daya yang dimilikinya. Untuk penguasaan 

seksual terhadap wanita dapat dilihat pada dua kasus di bawah ini. 

Pengalaman Ratih (bukan nama sebenamya) saat diperkosa : 

"Ralih, 12 lahun linggal bersama dengan ayahnya yang sakil lumpuh. 
Jbunya meninggal karena sakit demam berdarah saal ia berusia 10 lahun. 
Sekelika itu juga, Ralih lidak melanjulkan sekolah Madrasah (waktu itu 
kelas 4). la harus bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi 
kebutuhannya dan merawal ayahnya. 

Pada saal usia 11 lahun, ia kawin konlrak dengan seorang usladz dari 
Bangi/ lewat tukang ojek. Waktu ilu Ratih senang sekali karena ia 
menganggap apabi/a mendapatkan seorang ustadz pasli orangnya baik. la 
memperoleh mas kawin dan uang belanja Rp. 500.00,- dan berharap dari 
perkawinan ini dapat mengurangi beban rumah tangganya. 

Pada saal malam pertama, suaminya minta di/ayani dengan cara oral. 
Ralih menolaknya dengan alasan menjiJikkan lela pi suaminya 
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memaksanya. Dengan terpaksa Ralih melakukannya. Setelah oral, 
suaminya melakukan hubungan seks. Lagi-Iagi Ralih menolaknya. 
Suaminya lidak memperdulikannya sampai Ralih pingsan. Ratih merasa 
badanya sakil semua dan seperlinya diperkosa. Besok paginya, suaminya 
pergi dengan alasan mau mengajar mengaji di Bangi/. Saal itulah, 
suaminya lidak kembali ke Ralih. Sekarang ini ia merasa ketakutan bila 
ingat kejadian itu". 

Demikianjuga yang dialami Tata (bukan nama sebenarnya): 

"Perkawinan yang perlama hanya berlangsung satu tahun. Suaminya 
pergi ke Surabaya letapi tidak pernah kembali ke rumahnya di Kalisat. 
Saat ini ia kawin kontrak dengan Firman yang diperkenalkan lewat tukang 
ojek. Perkawinan kontrak ini yang ke tiga kalinya. Menurut Tala, Firman 
bekerja di Surabaya sebagai pemilik toka emas. Berbeda dengan suami
suaminya yang lerdahulu. Firman selalu memukul bahkan menarik 
rambulnya. jika Tata menolak untuk melayaninya. 1a merasa dianiaya dan 
diperkosa. la ingin minta cerai, leta pi tidak mengelahui caranya, apa/agi 
perkawinanya adalah sirri". 

Dari kasus Ratih dan Tata merupakan perilaku seksual yang 

tennanifestasi dalam bentuk tindak kekerasan (gender related violence) seperti 

yang tercantum dalam Dekrasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan e. 

Tindak kekerasan tersebut tennasuk penganiyaan dan perkosaan dalam keluarga 

• Dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dimaksud dengan 
kekerasan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau 
mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara Fisik, seksual atau psikologis, 
termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang
wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. 

Tindak kekerasan meliputi : 
a. Tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk 

pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan, kanak-kanak dalam rumah tangga, 
kekerasaan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan 
alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisonallain terhadap perempuan, 
kekerasaan di luar hubungan suami-istri dan kekerasaan yang berhubungan dengan 
eksploitasi; 

b. Tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas. 
termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksua. pe1ecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, 
dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran 
paksa; 

c. Tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh 
Negara, di manapun terjadinya. 
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Bila dihubungkan dcngan penganiayaan dan pcrkosaan, wanita dipandang sebagai 

benda milik (propeni) bagi ka um laki-Iaki . tidak dipandang sebagai kOTban 

perkosaan dan penganiayaan. Wanita begilu mcnjadi i51ri harus selalu siap 

melayani keinginan suami. Justru. dipandang sebagai perilaku yang wajar dari 

seorang suami kcpada istrinya. 

Peri laku seksual yang dialami oleh Ratih dan Tala dikonstruksi oleh 

masyarak3t Kalisat yang menentukan lakl -Iaki mcmili \..'i dorongan seksual yang 

kuat dan wanila berkcwaj iban mcJayani hasral seksual laki-Iaki. Laki-laki merasa 

superior akan menenl ukan posis i dalam hubungan seks, sedangkan wanita harus 

memenuhi kc inginan hubungan scks yang ditcntukan oleh laki-Iaki dan wani ta 

dianggap sebagai pemuas kebutuhan laki-Iaki. I-Ia l inilah dapat di interpretasikan 

bahwa laki- Iaki telah melestarikan kekuasaannya melalu i seks. Seks selain sarana 

reproduksi, tetapi juga sarana rekrealifyang memenuhi fungsi "kesenangan" dan 

"kenikmatan" yang berorientasi pada pemuasan nafsu kaum laki -Iaki , 

Bi la melihat kasus Rat ih. ia tidak hanya menderita fi sik saja, letapi juga 

menderita stress mental yang dinamakan stress pasca trauma. Pada dasarnya 

tindak kekerasan yang diaJam i Ratih lebih meru pakan tindak kckcrasan psikis 

daripada fisik. Da1am masyarakat Kalisat tcrdapat stereoti pe bahwa wanita 

dianggap sebagai makhluk yang lemah dan membutuhkan perl indungan. Hal 

inilah dimanfaalkan oleh ka um laki-Iaki yang tcnnanifestasi dalam perkawinan 

kontrak. 

Laki-Iaki lebih leluasa menyalurkan kebutuhan bio logis tanpa harus 

bfn~n ag~~~ !~W~9' ~nt,q~l> m91~ ' "i ~~HW Il"rkawinan kontrak berlangsung sangat 
' I, n II 11 1:I 'ij li ' I" 1':11 1I I"lll' !"I ' > , I: I 'I' I' .., ". 

"'till: 
""..,.P1!Itf'UST Ak..A,I\.!"f 
hi:'fBRSlT A.S Al.1tLhNO<J.t, 

SViI.!!.1' ... 
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singkat dan tidak ada bukti surat nikah. Menurut Jaggar perkawinan merupakan 

penindasan/penguasaan terhadap kaum wanita oleh laki-laki. Artinya, penguasaan 

seksual terhadap wanita oleh laki-laki seperti tindak kekerasan adalah bentuk dari 

penindasan. 8agi mereka, patriarki adalah dasar dari ideologi penindasan yang 

merupakan sistem hierarkhi seksual di mana laki-laki memiliki kekuasaan 

superior (Fakih, 1996:84-85). 

Laki-Iaki selain memiliki akses dan kontrol terhadap keputusan untuk 

menolak atau menerima caton pengantin wanita yang akan dikawin secara konrak, 

penguasaan seksual terhadap wanita, informasi hukum proses perkawinan dan 

perceraian, juga memiliki akses dan kontrol terhadap mas kawin. Hal ini nampak 

pada kasus Nina dan Ana. 

Pengalaman Nina saat mas kawinnya dibawa oleh suaminya : 

''riga bulan berikutnya, Pakih datang ke rumah Nina. Bukan untuk 
menjenguk anaknya maupun Nina yang mengandung. melainkan minta ijin 
untuk menikah lagi dan menceraikan Nina. Pakih menganggap 
perkawinan mereka bukan alas dasar pilihannya, melainkan dijodohkan. 
Sekaligus membawa haria kekayaan yang diperoleh selama perkawinan 
termasuk mas kawin beropa uang Rp.JOO.OOO.- dan mesin jahit bordir 
yang merupakan pembelian dari uang pribadi Nina. 

Nina adak bisa berbuat apa kecuali hanya menangis. Menurut Nina 
sebenarnya lidak masalah haria kekayaan dibawa oleh suami. asalkan 
jangan mesinjahit. Sekarang Nina lidak bisa membordir". 

Demikian juga dialami oleh Ana : 

"Perkawinnya dengan Suliyadi hanya berlangsung salu tahun dengan 
alasan tidak ada kecocokan. Namun harta dari perkawinannya seperti 
kursi tamu. tempat tidur dan perhiasan dari mas kawin pember ian 
Suliyadi diminla semuanya o/eh Suliyadi ". 

Berdasarkan kasus Nina termasuk tindak kekerasan yang berhubungan 

dengan mas kawin. Menurut Moore (1998:126-129) mas kawin bagi wanita tidak 
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mempunyai kontrol atas mas kawin sebagai harta miJiknya dan justru wanita 

sebagai salah satu tipe dari harta miJik, sehingga wanita pantas untuk dijadikan 

obyek seksuaJitas bagi laki-laki. Bagi laki-laki, pembayaran mas kawin 

merupakan pembayaran hak atas seksualitas dan domestik serta pembayaran 

genetrisiaJ (melahirkan anak). Sedangkan bagi wanita, mas kawin mempuhyai 

pengaruh yang menentukan pada kemampuan wanita untuk memperoleh hak atas 

penjagaan dan pemeliharaan anak. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 

wanita untuk bertindak sebagai pribadi sepenubnya terhadap mas kawin sebagai 

harta miliknya selalu lebih rendah dibandingkan kemampuan laki-Iaki. 

Dengan demikian terdapat kesenjangan akses dan kontrol yang 

menyebabkan hubungan kekuasaan antara laki-laki (suami) tidak setara dengan 

wanita (istri) di mana laki-Iaki (suami) memiliki kekuasaan yang lebih tinggi 

dibandingkan wanita (istri). Kekuasaan yang dimiliki laki-Iaki membuat laki-laki 

memiliki kebebasan yang lebih besar terutama dalam bidang seksual. Laki-laki 

yang dianggap ''jantan" dan "gagah" jika menaklukkan beberapa wanita. 

Masyarakat Kalisat sering menentukan bahwa laki-laki memiliki dorongan 

seksual yang kuat dan wanita berkewajiban melayani hasrat seksual pasangan 

laki-Iaki atau suaminya. Hal ini menurut masyarakat Kalisat sebagai sesuatu yang 

dibenarkan, sehingga menjadi struktur sosial yang berlaku pada masyarakat 

tersebut 

Selain hubungan kekuasaan antara laki-Iaki (suami) tidak setara dengan 

wanita (istri) daJam perkawinan sirri, juga daJam haJ pembagian keIja berdasarkan 

jenis kelamin atau peran. Peran adalah perilaku seseorang yang sudah terpola. 
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Peran menyangkut hak dan kewajiban tertentu serta berhubungan dengan status 

pada kelompok tertentu dan dengan situasi yang khas. Seringkali peran 

dipengaruhi oleh sesuatu keinginan tertentu, oleh karena itu peran merupakan 

keseluruhan pola budaya yang berkaitan dengan status tertentu (Tjokrowinoto, 

1993). Dengan demikian peran wanita adalah peran wanita yang dikaitkan dengan 

status, lingkungan dan budaya. 

Seperti pada masyarakat desa Kalisat, peran wanita sangat berkaitan erat 

sebagai ibu rumah tangga, bekerja sebagai pencari nafkah keluarga (seperti 

membordir dan buruh tani) dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan di 

lingkungannya (pengajian). Berdasarkan kasus-kasus yang ada, wanita yang 

melakukan kawin sirri selain sebagai ibu rumah tangga, juga bekerja sebagai 

pencari nafkah yaitu buruh tani dan membordir. Mereka bekerja untuk kebutuhan 

hidup sehari-hari karena suami yang melakukan kawin kontrak dengan mereka 

tidak memberikan nafkah, meskipun suaminya mereka bekerja. 

Namun peran-peran tadi seringkali dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan 

yang dianggap sebagai pekerjaan wanita, meskipun wanita tersebut melakukan 

kegiatan produktif yang menghasilkan uang seperti membordir dan buruh tani. 

Selain sebagai ibu rumah tangga, juga aktif dalam kegiatan sosial-budaya 

(pengajian), temyata oleh masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang memang 

harus dilakukan oleh wanita sebagai ibu rumah tangga dan sebagai makhluk 

sosial. Hal ini juga diungkapkan oleh Moore bahwa kerja seringkali tidak hanya 

menyangkut apa yang dilakukan seseorang, tetapi juga menyangkut kondisi yang 

melatarbelakangi kerja tersebut, serta penilaian sosial yang diberikannya terhadap 
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pekerjaan tersebut (Saptari, 1997:14). Pendapat ini Juga didukung pula oleh 

Mosse (1996:38) hampir semua yang dilakukan oleh wanita seringkali dikaburkan 

oleh pandangan tentang kerja reproduksi yang menempatkannya sebagai bagian 

"alami" biologis wanita dan bukan memandangnya sebagai aspek peran gender 

yang ditentukan secara sosial. Jadi, meskipun pekerjaan membordir dan buruh tani 

memberikan sumbangan ekonomi kepada keluarga, namun dianggap oleh 

masyarakat Kalisat sebagai pekerjaan reproduksi dan domestik. Menurut Saptari 

( 1997: 16) bahwa wanita yang memiliki berbagai peran sebagai tenaga kerja, 

biologis (melahirkan anak) dan sosial, disebut sebagai peran reproduksi, karena 

peran-peran tadi berhubungan dengan kegiatan kerumah tanggaan. Sebaliknya, 

peran-peran yang dilakukan oleh laki-laki seperti peran pencari natkah dan sosial

budaya (pengajian) dianggap sebagai peran produksi dan publik, karena pekerjaan 

tadi menghasilkan uang dan dilakukan di luar rumah. 

Tidak jarang wanitalah yang memegang peran penting sebagai pencari 

natkah. Bagi masyarakat Kalisat peranan pencari natkah diperuntukkan bagi laki

laki sebagai kepaJa rumah tangga. Wanita yang bekerja mencari natkah jarang 

diperhitungkan sebagai pekerja produktifkarena dunia wanita·dibatasi pada sektor 

domestik. Kalaupun diperhitungkan sebagai pekerja produktif, peran mereka 

dicatat sebagai penghasilan tambahan atau pekerjaan sampingan. 

Saptari (1997:22) menyatakan pembagian kerja seksual di atas untuk 

menentukan peran pada wanita dan laki-Iaki dapat membentuk subordinasi 

wanita. Faktor yang menyebabkannya adalah biologis yang dikembangkan 

melalui jenis kelamin. 
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Dengan demikian hubungan kekuasaan antara laki-Iaki (suami) tidak 

setara dengan wanita (istri). juga dalam pembagian kerja berdasarkan jenis 

kelamin. maka wanita menempati posisi yang tersubordinasi, karena masyarakat 

Kalisat menganut sistem patriarki. sebagai suatu pola di mana laki-laki 

mendominasi di dalam masyaraka~ jllga dianggap sebagai pelindung terhadap 

jenis kelamin lainnya. Secara lebih khusus, patriarki merupakan suatu kekuasaan 

yang tidak seimbang di bawah suatu kondisi, di mana gender yang seharusnya 

melengkapi bersifat asimetris. sehingga salah satu dari jenis kelamin membentuk 

gaya atau perilaku sendiri (Illich, 1982:33). Bahkan menurut Truong (1990:7) 

hubungan kekuasaan dan pembagian kerja yang tidak seimbang antara laki-laki 

(suami) dan wanita (istri) sesungguhnya merupakan ekspresi dari hegemoni 

kultural laki-laki atas kaum wanita . 
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KESIMPULAN 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan temuan data dalam penelitian ini disimpulkan sebagai 

berikut: 

Pertama, pada umumnya yang bersedia dikawin kontrak adalah wanita 

janda. Wanita janda menganggap dirinya sudah tidak lagi memiliki kesucian dan 

kehormatan sebagaimana perawan. Hal itu memaksa mereka mengambil 

keputusan untuk kawin kontrak. 

Jenis perkawinan kontrak ada dua. Pertarna, kawin kontrak yang 

dilakukan oleh laki-Iaki dari desa Kalisat. Laki-laki yang ingin mengawini janda 

dengan cara sirri, cukup menyampaikan maksudnya melalui seorang kyai yang 

langsung diutarakan kepada janda lewat orang tuanya. Kemudian orang tuanya 

menyampaikan kepada janda tersebut. Biasanya tidak lebih dari satu bulan. 

Mereka mengadakan upacara perkawinan dengan akad nikah yang dipimpin oleh 

seorang kyai. Kedua, kawin kontrak yang dilakukan oleh laki-Iaki dari luar desa 

Kalisat. Perkawinan kontrak jenis kedua merupakan trafficking in women di mana 

terdapat sebuahjaringan yang dimainkan oleh perantara. Perantara tersebut terdiri 

dari kyai, pemasok dan tukang ojek. Trafficking in women melalui perkawinan 

sirri ini bisa digolongkan sebagai prostitusi dan istri pesanan (mail order bride). 

Kedua, perkawinan kontrak diinterpretasikan dari hukum agama oleh para 

kyai yang disosialisasikan secara terus menerus sehingga terbentuklah norma-
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norma, aturan-aturan yang berlaku dimasyarakat Kalisat. Kekuasaan para kyai 

mempunyat kepentingan (sub budaya) sosial, budaya dan politik, di mana 

interpretasi hukum agama untuk merasionalisasikan dan melegitimasikan 

perkawinan sirri daripada perbuatan yang dilarang oleh agama. 

Demikian juga orang-orang yang terlibat trafficking in women mempunyai 

kepentingan ekonomi, tercermin dengan mendapatkan keuntungan pribadi. Bagi 

wanita itu sendiri dan orang tua pihak wanita, tercermin dengan memperoleh 

pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. 

Ketiga. perkawinan kontrak menyebabkan hubungan kekuasaan antara 

laki-laki (suami) tidak setara dengan wanita (istri). Tercermin, dalam hal 

menentukan ca10n pengantin, informasi hukum tentang proses perkawinan dan 

perceraian serta penguasaan seksual. Selain itu, juga dalam hal pembagian kerja 

berdasarkan jenis kelamin atau peran. Peran wanita sangat berkaitan erat sebagai 

ibu rumah tangga, sebagai pencari natkah keluarga (seperti membordir dan buruh 

tani) dan aktivitas sosial (seperti pengajian). Dengan demikian wanita (istri) 

menempati posisi yang tersubordinasi, karena masyarakat Kalisat menganut 

sistem patriarki. 

Kempat. legal pluralism tidak memposisikan wanita yang sejajar dengan 

laki-Iaki dalam perkawinan sirri. Hal ini tercermin pada (1). Nilai-nilai patriarki 

yang bersumber dari hukum agama diadopsi oleh hukum adat dan menjadi 

kebijakan negara berdampak terjadinya diskriminasi terhadap wanita. (2). Hukum 

agama sebagai religion culture memiliki bias gender. Artinya agama bukan hanya 

~bagai dogma, tetapi agama sebagai budaya, bahwa tafsiran-tafsiran kawin 
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kontrak yang diJakukan oleh para kyai memiliki dampak yang sangat merugikan 

kaum wanita. (3). Hukum adat menciptakan tentang wanita sebagai pengurus 

keluarga, pendidik anak serta sebagai pendamping dan pelayan suami, yang tidak 

dapat dan tidak boleh dilanggar serta diubah. 

SARAN 

Penelitian ini merupakan sumbangan konkrit untuk aparat negara dan 

tokoh agama untuk meninjau kembali ajaran-ajaran Islam tentang konsep kawin 

sirri. Dalam penelitian ini menunjukkan temyata dalam perkawinan kontrak yang 

terjadi di desa Kalisat, wanita lebih banyak dirugikan. Oleh sebab itu, perlunya 

sosialisasi dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan mengenai dampak dari kawin 

kontrak dan berganti-ganti pasangan bagi wanita akan berpengaruh pada 

kesehatan reproduksi dan beresiko tinggi tertular STD (Sexual Transmitted 

Disease) dan HIV/AIDS. Serta perlunya pemberdayaan wanita sehingga dapat 

bermanfaat dalam menuju masyarakat yang seimbang bagi laki-Iaki dan wanita 

(keseimbangan jender). 

Satu hal yang sangat penting, pembuat kebijakan untuk meninjau kembali 

tentang pasal 4 ayat 2, pasal 3, dan pasal 5 ayat 1 dari UU Perkawinan No. 1 tabun 

1974 mengenai poligami. Poligami yang tujuannya melindungi wanita dan anak

anaknya, justru sebaliknya, yaitu menindas kaum wanita. 
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